PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BENDA SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor : 498/Pid.b/2019/PN Jmb)

TESIS
Pembimbing :
1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H..M.H.

2. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H..M.H.

DisusunOleh :

EFRA WAHYUNI
NPM. B18031022

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
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ABSTRAK

Kejahatanmerupakangejalasosial yang
takkunjungadahabisnyauntukdikaji,
halinimengingatsemakinberkembangnyakejahatanseiringdenganperkembanga
nhidupmanusia. Kejahatansebagaifenomenasosiallebihbanyakdipengaruhi
oleh  berbagaiaspekkehidupandalammasyarakatsepertipolitik, = ekonomi,
sosialbudaya dan hal-hal yang berhubungandenganupayapertahanandan

keamanan negara. Tindakpidana yang
mempunyaifrekuensitinggiterjadinyaialahtindakpidanapencurian.
Sebagaimanahalnyaperkembanganhidupmanusia, pencurian juga

mengalamibeberapapolakemajuandalamteknikpelaksanaannyamaupunpelaku
nya.

Walaupunkejahatantidakdapatdimusnahkansecara total, upaya yang
dapatditempuhialahdenganmenekanataumengurangijumlahkejahatan dan
mengarahkanpenjahat agar dapatkembalisebagaiwargamasyarakat yang
baik.Terdapatbatasan-batasan yang tidakdapatdiselesaikan oleh hukumpidana
yang pada dasarnyahukumpidanasendirihanyaterfokus pada
upayabagaimanacaramenyelesaikansuatutindakpidana yang
telahterjadibukanuntukmengetahuibagaimanacarasupayadapatmencegahterjan
yatindakpidanatersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka
dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Faktor-
faktor apakah yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang
rampasan negara di Rupbasan Jambi, 2).Bagaimana pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara
pada Rupbasan Jambi?.. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis
normatif dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Agar
dalam pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan
diperlukan penambahan jumlah petugas serta petugas yang adanya
penambahan pendidikan bagi petugas sehingga mengetahui tugas dan
fungsinya. 2) Diharapkandalammelakukan penyimpanan benda sitaan dan
barang rampasan negara diperlukan sarana dan prasana pendukung yang
maksimal, seperti CCTV.

Kata Kunci:Pertanggungjawaban Pidana, Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara



ABSTRACT

Crime is an endless social phenomenon to be studied, this is because
crime is increasingly developing along with the development of human life.
Crime as a social phenomenon is more influenced by various aspects of life in
society such as politics, economy, socio-culture and matters related to
national defense and security efforts. A criminal act that has a high frequency
of occurrence is theft. As with the development of human life, theft has also
experienced several patterns of progress in its implementation techniques and
perpetrators.

Although crimes cannot be totally eradicated, the effort that can be
taken is to suppress or reduce the number of crimes and direct criminals to
return as good citizens of society. There are limitations that cannot be
resolved by criminal law, which is basically criminal law itself only focuses
on efforts to solve a crime that has occurred, not to know how to prevent the
occurrence of the crime.

Based on the background of the problems described above, the
problems that the authors will examine can be formulated, namely: 1). What
are the factors that led to the theft of confiscated objects and state booty in
Rupbasan Jambi, 2). What is the criminal responsibility for the perpetrators of
theft of confiscated objects and booty of the state at Rupbasan Jambi? The
research method used is normative and empirical juridical research.

Based on the results of this study, it is recommended that: 1) In order
to manage and store confiscated goods and booty, it is necessary to increase
the number of officers and officers with additional education for officers so
that they know their duties and functions. 2) It is expected that in storing
seized objects and booty the state requires maximum supporting facilities and
infrastructure, such as CCTV.

Keywords:Criminal Liability, Confiscated Objects and State Seizure.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah.

Keberadaan RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
kedudukannya sangat penting dalam rangka untuk melindungi barang tersebut
sehingga dapat terjaga dan terpelihara dengan baik apabila benda tersebut
nantinya dikembalikan kepada pemilik asalnya. Benda sitaanadalahbenda
yang disita oleh negara untukkeperluan proses
peradilansebagaimanaterdapatdalamPasal 1 butir 4)
PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksana Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Benda Sitaanadalahbenda
yang disita oleh Negara untukkeperluan proses peradilan”. BerdasarkanPasal

44 KUHAP, makabendasitaandisimpandalamRumahPenyimpanan Benda

Sitaan Negara (Rupbasan). DalamRupbasan,
penyimpananbendasitaandilaksanakandengansebaik-baiknya dan
tanggungjawabatasnyaada pada pejabat yang

berwenangsesuaidengantingkatpemeriksaandalam proses peradilan. Benda
tersebutdilaranguntukdipergunakan oleh siapapun juga. Maksud dan
tujuandisimpannyabendasitaanditempatRupbasan, tercantum dan Pasal 27
ayat (3) PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksana Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaituuntukmenjaminkeselamatan dan

keamanan.



Untukmemperjelaspelaksanaannya,
perludiketahuimekanismepelaksanaanpengelolaanBarangSitaan Negara dan
BarangRampasanNegara di Rupbasan yang meliputipenerimaan, penelitian,
pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan,
pengamanan,  pengeluaran,  penghapusan  dan  pelaporan. Hal
itukemudiandiaturdalamKeputusanDirekturJenderalPemasyarakatan Nomor:
E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentangPetunjukPelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di
RupbasansebagaipenjabarandariPeraturan Menteri KehakimanNomor:
M.05.UM.01.06  Tahun 1983. Tujuandibuatnyakeputusanitu  agar
pelaksanaanpengelolaanBasan dan Baran di
Rupbasandapatberjalansesuaifungsinya.'

Penyimpanandilakukandenganbaik dan
tertibsesuaidenganPetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis
(Juknis) pengelolaanbendasitaan negara dan barangrampasan negara
sehinggasewaktu-waktudibutuhkan oleh yang berkepentinganmudah dan
cepatmendapatkannya. Melakukanpemeliharaanbendasitaan negara dan
barangrampasan negara berartimerawatbenda dan barangtersebut agar
tidakrusaksertatidakberubahkualitasmaupunkuantitasnyasejakpenerimaansam

paidenganpengeluarannya.

'Direktorat Jenderal Permasyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
RIPetunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan
BarangRampasan  Negara di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara
Nomor:E2,UM.01.06 Tahunl986.



Tanggungjawabatasbarangsitaan yang disimpan di Rupbasanberada
pada
kepalaRupbasan. ’Pemeliharaandimaksudkanuntukmenjagakeutuhannilaiekon
omisbarangsitaantersebut, baikjenis, macam, kadar, kualitas dan
kuantitasnyaapabila di lakukan proses pelelanganbendasitaan yang
dapatmembantumengurangikerugian negara. Namun pada
kenyataannyakondisitersebutmasihsulittercapai,
karenamasihseringnyaterjadiperlakuanburukterhadapbarangsitaanbaikdarisegi
penyimpananmaupunpenjagaan.

Selanjutnya, diperlukansuatukerjasama yang
baikdariberbagaiinstansiterkaitsepertiPengadilan, Kejaksaan dan
Kepolisiansertainstansilainnyauntukmenyerahkanbarangsitaanuntukdisimpan
di Rupbasan agar keamanannyadapatterjaga dan terlindungi. Apabila hakim
memutuskan agar barangsitaandikembalikan,
makadapatdikembalikansecarautuhtanpacacatataupunrusak.’

Pada prakteknya, pengelolaanbendasitaan di
Rupbasanbelumterlaksanasecara optimal. Dari  hasilobservasilapangan,
terlihatdalamhalpenempatanbarangbuktihasilsitaan yang
seharusnyaditempatkan di Rupbasan,
tetapipenyidikmaupunpihakKejaksaantidakmemfungsikanRupbasansebagaim

anamestinya.

*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika,Jakarta,
1998, hal.105

*Bambang Pornomo, Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan
pidana Indonesia dalam UU No.8 Tahun 1981, Librty, Yogyakarta,1996, hal. 15



Negara Indonesiaadalah negara yang berdasarkanatashukum
(rechtsstaat), tidakberdasarkanataskekuasaanbelaka (macthtsstaar).* Hukum
pidanamerupakanbagiandaripadahukum pada umumnya,

makafungsihukumpidana juga samadenganfungsihukum pada umumnya,

yaitumengaturhidupkemasyarakatan dan menyelenggarakan tata
dalammasyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang
sekiranyatidakakanmenggoyahkantertibsosial, berada di
luarjangkauanhukum. Kedua,
adanyalegitimasidalamhukumpidanauntukmenggunakansanksi yang

lebihkejamapabilaadapelanggaranterhadapnorma yang diaturnya.’
Kejahatanmerupakangejalasosial yang
takkunjungadahabisnyauntukdikaji,
halinimengingatsemakinberkembangnyakejahatanseiringdenganperkembanga
nhidupmanusia. Kejahatansebagaifenomenasosiallebihbanyakdipengaruhi
oleh  berbagaiaspekkehidupandalammasyarakatsepertipolitik, = ekonomi,
sosialbudaya dan hal-hal yang berhubungandenganupayapertahanandan
keamanan negara.*Tindakpidana yang
mempunyaifrekuensitinggiterjadinyaialahtindakpidanapencurian.

Sebagaimanahalnyaperkembanganhidupmanusia, pencurian juga

*C.S.T Kansil, Pengantar Illmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

*Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,
UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21

SIndah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta,
2012, hal 23



mengalamibeberapapolakemajuandalamteknikpelaksanaannyamaupunpelaku
nya.

Walaupunkejahatantidakdapatdimusnahkansecara total, upaya yang
dapatditempuhialahdenganmenekanataumengurangijumlahkejahatan dan
mengarahkanpenjahat agar dapatkembalisebagaiwargamasyarakat yang
baik.Terdapatbatasan-batasan yang tidakdapatdiselesaikan oleh hukumpidana
yang pada dasarnyahukumpidanasendirihanyaterfokus pada
upayabagaimanacaramenyelesaikansuatutindakpidana yang
telahterjadibukanuntukmengetahuibagaimanacarasupayadapatmencegahterjan
yatindakpidanatersebut.’

Penggunaanhukumpidanadalampenanggulangankejahatanhanyabersifa
tkurieren am symptom (pengobatangejala) dan bukansebagaifaktor yang
menghilangkansebab-sebabterjadinyakejahatan.
Penjatuhansanksipidanahanyalahalat yang
mengatasigejalaatauakibatdaripenyakit dan bukanobatuntukmengatasisebab-
sebabterjanyapenyakit. Berdasarkan pada carapandangpenerapan dan
penegakkan yang demikianlahhukumpidanadianggap oleh
penulistidakmampuuntukmencegahterjadinyasuatutindakpidana,
haltersebutterlihatdaritidakefektifnyapenjatuhansanksipidanaterhadappelakuti
ndakpidana.®

Keterbatasankemampuanhukumpidanadalamupayapenanggulanganke;j

ahatan yang begituberagam dan semakinkompleksdapatmenyebabkankeragu-

"Ibid.
8Ibid.



raguan oleh
masyarakatterhadaphukumpidanasehubungandenganpraktekpenyelenggaraan
hukumpidana. Terjadinyasuatutindakpidanamerupakansuatusebab-akibat
yang dihasilkandari proses
berinteraksidenganlingkunganmasyarakatnyadalammenjalanikehidupansehari
-harinya.’

Seperti yang telahdijelaskandiatas,
bahwakejahatanmerupakansuatupermasalahansosial.
Makajikakitainginmengatasisuatupermasalahan,
sudahseharusnyakitamemulainyadariakarpermasalahanterlebihdahulu.
Permasalahantersebutlah yang menjadi fundamental
untukdiatasisebelumterfokusdenganbagaimanacaramenanganipencurian-
pencurian yang telahterjadi. Denganmengetahui dan
mempelajaripermasalahantersebut,
kitaakanmengetahuimengapaseseorangmelakukansuatukejahatan. '°

Pada Tahun 2019 terjadi kasus pencurian barang bukti hasil sitaan
yang dilakukan oleh petugas Rupbasan. Seyogyanya dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya petugas Rupbasan menjaga dan merawat barang bukti
yang dititipkan ke Rupbasan. Adapun kronologis dakwaan terhadap pelaku
pencurian barang bukti hasil sitaan sebagaimana terdapat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb) adalah sebagai

berikut:

’Muhammad Mustofa, Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan
Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini), Y ogyakarta, 2014, Hal 10
10,7
Ibid.



PelakubernamaAldinando Als Edo Bin Akmal, umur31Tahun,

berjeniskelaminlaki-laki, kebangsaan Indonesia beralamatJl. Parum Pinang

Merah Blok E 03 RT.17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota

Jambi, beragama Islam dan pekerjaanPegawai Negeri Sipil Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. PengadilanJambimengadili:

a. Menyatakan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang
didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa aldinando Als Edo Bin
Akmal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

c. Menyatakan barang bukti berupa

3 (tiga) kotak handphone replika merek Xiomi 4X. Disita
dari terdakwa an. Deddy Purnama Bin Kadar.

1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna silver.

1 (satu) unit handphonemerk note 4A warna putih silver.

1 (satu) unit handphone merk sony experia warna pink disita
dari terdakwa an. Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.

3 (tiga) kota kosong handphone merk Xiomi 4A.

4 (empat) kotak handphone replika merk Xiomi 4A disita
dari terdakwa an. Aldinando Als Edo Bin Akmal.

1 (satu) unit handphone merk Xiomi note SA warna silver
disita dari terdakwa an. Jhon Hendrik Bin Sarwani
dikembalikan kepada Rupbasan Kelas I Jambi melalui saksi
Armen Zain Bin Zainuswar (Kepala Rupbasan Kelas I
Jambi).

d. Menetapkan supaya terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya dakwaannya :

Bahwa ia terdakwa dengan Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-

sama dengan Jhon Hendrik Bin Sarwani, Deddy Purnama Bin Kadar, Nieke

Febri Yuza Bin Zulkarnain (masing-masing dilakukan penuntutan dalam

berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 atau setidak-tidaknya

pada suatu hari di bulan April 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di



Kantor Rupbasan Kelas I Jambi, “telah mengambil sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di dalam suatu tempat
kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri
sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa
pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya
dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”. Perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal
terdakwa (Aldinando) dan Febri sedang piket pagi di Rupbasan,
saat itu terdakwa (Aldinando) dan Nieke Febri merencanakan mau
melakukan pencurian dan setelah sepakat terdakwa (Aldinando)
dan Nieke Febri lepas piket dan nyambung lagi piket malam
harinya jam 20.00 Wib. Kemudian terdakwa (Aldinando) dan
Nieke Febri merencanakan mau membuat kunci duplikat tetapi
setelah berpikir iannya takut ketahuan akhirnya terdakwa
(Aldinando) dan Nieke Febri berinisiatif untuk mencari tukang
yang bisa membongkar dek mau masuk ke dalam gudang dan
akhirnya terdakwa (Aldinando) menelphone saksi Jhon dan
datanglah saksi Jhon ke Kantor Rupbasan setelah berada di kantor
mereka mencari daerah mana yang bisa dibobol, akhirnya saksi
Jhon memanjat pintu kemudian membobol dek/plafon dengan
obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah dek berhasil
dibobol saksi Jhon masuk ke dalam gudang pentimpanan barang
bukti dan mereka bergantian naik tapi terdakwa (Aldinando) dan
Febri tidak masuk ke dalam gudang, sekitar + 1 jam saksi Jhon
keluar dari dalam gudang dengan membawa 6 (enam) unit
handphoneXiomi dan terdakwa (Aldinando), saksi Febri dan saksi
Jhon mendapatkan 2 (dua) unit handphone, kemudian sekitar jam
23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan dan saat itu saksi Deddy
berbincang dengan Saksi Jhon kemudian Saksi Deddy dan Saksi
Jhon naik lagi ke atas dek dan masuk ke dalam gudang



penyimpanan barang bukti setelah beberapa lama di dalam gudang
saksi Deddy dan Saksi Jhon keluar membawa barang-barang dari
dalam gudang yaitu berupa beberapa handphone dan 2 (dua) unit
camera, kemudian saat itu terdakwa (Aldinando) mendapatkan 2
(dua) unit handphoneXiomi 4A dan 1 (satu) unit handphone Xiomi
Replika dan 3 (tiga) buah kotak kosong handphone Xiomi 4A dan 1
(satu) unit kamera cannon D 1300 dan saksi Febri mendapatkan 1
(satu) unit handphone iphone 6, 1 (satu) unit handphone Sony
Experia dan 1 (satu) unit kamera cannon D 1300, kemudian pada
hari Jum’at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa
(Aldinando) dan saksi Deddy kembali melakukan pencurian dan
masuk ke dalam gudang dan membawa 6 (enam) unit handphone
dan terdakwa (Aldinando) mendapatkan 3 (tiga) unit handphone
Xiomi 4A Replika dan saksi Deddy mendapatkan 3 (tiga)
handphone Xiaomi 4X Replika.

b. Bahwa terdakwa (Aldinando) menerangkan bahwa 4 (empat)
handphone Xiomi Replika masih ada termasuk 3 (tiga) kotak
kosong, sedangkan 4 (empat) handphone Xiomi asli sudah
terdakwa (Aldinando) jual melalui online dengan harga sebesar Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/unit. Sedangkan untuk 1 (satu)
unit kamera telah terdakwa (Aldinando) jual.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda
sitaan dan benda rampasan negara di Rupbasan Kelas I Jambi adalah
pelakunya dijatuhi pidana sebagaimana putusan majelis Hakim pada
Pengadilan Negeri Jambi. Untuk menelusuri lebih jauh,makadilakukan
penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
498/Pid.B/2019/PN.Jmb)”".

Perumusan Masalah
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan

permasalahan di atas adalah:



1.

2.

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan
dan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi?; dan
Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda

sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

2.

Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan
pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan
Jambi; dan

Untuk memahami dan menganalisispertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan
Jambi.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

Secara teoritis dimana hasildari tulisan ini dapat dijadikan bahan rujukan
bagi pihak-pihak khususnya petugas Rupbasan, Penyidik dan Penuntut
Umum.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik
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tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara.
D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran
yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam
penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi
beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana:
Pertanggungjawaban pidana adalah pertangungjawaban orang terhadap
tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan
orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.''

2. Pencurian:
Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan oranglain dan
juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu
kitaharus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam
kehidupan sehari-hari,karena terkadang pencurian terjadi karena banyak
kesempatan. '?

3. Benda Sitaan
Benda sitaan Negara adalahbenda yang disita oleh penyidik,

penuntutumumataupejabat yang

"Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta,2008, hal. 156
Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”,
USU Press,Medan,1994, hal.8
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karenajabatannyamempunyaiwewenanguntukmenyitabaranggunakeperlua
nbarangbuktidalam proses peradilan. '
4. Barang Rampasan
Barangrampasan Negara adalahbarangbukti yang
telahmemperolehkekuatanhukumtetap, dirampasuntuk Negara yang
selanjutnyadieksekusidengancara :dimusnahkan, dilelanguntuk Negara,
diserahkankepadainstansi ~ yang  ditetapkanuntukdimanfaatkan  dan
diserahkan di Rupbasanuntukkeperluanbarangbuktidalamperkara lain."*
E. Kerangka Teoretis
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana
Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana
dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana
adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-
undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah
lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda
delict. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil
dari frasa criminal act dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain
delict juga digunakan istilah strafbaar feit, sementara dalam bahasa Inggris

digunakaan sebutan crime atau offence."

PPeraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN
14y
Ibid.
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers,
Jakarta, 2006, hal. 25.
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Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain
dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian itu.'®.

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat
ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan senbagai kelakuan
seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu
akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai
sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan
dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana
hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan
bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan
berlakunya asas legalitas (principle of legality) sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan
aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu

dilakukan telah ada”.

®Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan
Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 2005, hal. 7.
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Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium
atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “nullum delictum nulla poena
sine praevia lege”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang
mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih
dahulu."”

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny
mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan
yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya,
mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara universal
dalam undang-undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens
sit rea. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani
tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu
perilaku  lahiriah (actus reus), tetapi juga pada waktu perbuatan itu
dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (mens rea) tertentu
yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia
adagium tersebut di atas dikenal sebagai Tiada pidana tanpa kesalahan. ™

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga
dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang

dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang

dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban
pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

17 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.
'8Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 25.
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Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

pelanggaran atas “kesepakatan menolak™ suatu perbuatan tertentu. "’

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban
pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada
perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat
dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas
legalitas (principle of legality), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah
asas kesalahan (principle of culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan
pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan
perbuatan tersebut. %

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian
bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana
seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh
karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas
“tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf onder schuld). Asas kesalahan ini
merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua
ajaran penting dalam hukum pidana.

2. TeoriKriminologi

Dalam  perkembangan  kriminologi, = pembahasan  mengenai

sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun

YChairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006, hal. 68.

20 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.
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sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi
(kriminolog). Di dalamkriminologi juga dikenaladanyabeberapateoriyaitu:

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan

psikologis.

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.

c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut
perkembangan zaman, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase
pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut :

a. Zaman kuno
Pada masa, inidikenalpendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles

(384-322 SM) yang pada
dasarnyamenyatakanmakintinggipenghargaanmanusiaataskekayaan
makinmerosotpenghargaanakankesusilaandemikian pula

sebaliknyakerniskinan  (kemelaratan) dapatmendorongmanusia
yang menderita, kerniskinanuntukmelakukankejahatan  dan
pemberontakan.

b. Zaman abadpertengahan
Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakanbahwa orang
kaya yang hidupfoya-foya bila miskin mudahmenjadipencuri.

c. Permulaan zaman baru dan masa
sesudahrevolusiPrancisbanyakdikemukakan dan
sebab-sebabsosiallainnya juga masa kinidikenaldengan masa,
pertengahanhukuman yang terlalubengis dan masa itu,
sehinggatampiltokoh-tokohseperti Montesquieu, Beccaria dan
lain-lain.

d. Masa sesudahrevolusiPrancissampaitahun 1830
mulaidikenalsebab-sebabkejahatandarifaktor-faktorsosialekonomi,
antropologi dan psikiatri.?'

Teoritertuatentangsebab-sebabkejahatanadalahteoriRohjahat,  seperti

yang dikatakan oleh R.Soesilo, mengemukakanbahwa : "Pendapatiniadalah

2'Abdul  Syani, 1987, Kejahatan  dan Penyimpangan  Suatu  Perspektif
Kriminilogi, Bina Aksara, Jakarta, hal. 1987, hal. 57
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yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang
menjadijahatkarenapengaruh-pengaruhrohjahat ............
Sejalandenganperkembanganilmupengetahuan dan teknologi,
teori-teoritentangsebab-musababkejahatansemakinberkembang pula,
polapikirmasyarakatsemakinmeningkattentanghaltersebut,
pengaruhperkembanganpolapikir. Adapun teori-
teorikriminologiadalahsebagaiberikut :
a. Teori-teori yang mencarisebabkejahatandariciri-ciriaspekfisik
(BiologiKriminal)

Usaha-usahamencarisebab-sebabkejahatandari cirri-
ciribiologisdipelopori oleh ahli-ahlifrenologiseperti Gall, Spurzeim yang
mencarihubunganantarabentuktengkorakkepaladengantingkahlaku.  Ajaran
biologikriminalmendasarkan pada proposisidasar :

1) Bentukluartengkorakkepalasesuaidenganapa yang ada di dalamnya
dan bentukdariotak.

2). Akal terdiridarikemampuan dan kecakapan

3). Kemampuanataukecakapaniniberhubungandenganbentukotak dan
tengkorakkepala. Oleh karenaotakmerupakan organ
dariakalsehinggabenjolan-
benjolannyamerupakanpetunjukdarikemampuan/kecakapan

organ.

Teoriinilebihtegas oleh

dalamawalteorinyamengusulkanbeberapapendapatyaknisebagaiberikut :

1). Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri

>R, Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Politea,
Bogor, 1985, hal. 20
*Ibid.
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2). Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya
tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek,
rambut janggut jarang, tahan sakit.

3). Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka
merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam
hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan
sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan
membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.

4). Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan
memungkinkan.

5). Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa
macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks),
saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".**

b. Teori-teorikejahatandarifaktorPsikologis dan Psikiatris
(PsikologiKriminal)
Psikologi criminal mencarisebab-

sebabdarifaktorpsikistermasukagakbaru, sepertihalnya para positivis pada
umumnya, usahauntukmencari cirri-ciripsikiskepada para penjahat di
dasarkananggapanbahwapenjahatmerupakan orang-orang yang
mempunyaiciri-ciripsikis ~ yang  berbedadengan  orang-orang  yang
bukanpenjahat, dari cirri-ciripsikistersebutterletak pada intelegensinya yang
rendah.

Psikologi  criminal  adalahmempelajariciri-ciripsikisdari ~ para
pelakukejahatan ~ yang  sehat,  artinyasehatdalampengertianpsikologis.
Mengingatkonseptentangjiwa yang sehatsulitdirumuskan, dan
kalaupunadamakaperumusannyasangatluas dan

masihbelumadanyaperundang-undangan yang mewajibkan para hakim

*Rusli Effendy, Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1983, hal.10
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untukmelakukanpemeriksaanpsikologis/psikiatrissehinggamasihsepenuhnyadi
serahkankepadapsikolog.
¢. Teori-teorikejahatandarifaktorSosio-Kultural (SosiologiKriminal).

Obyekutamasosiologi criminal
adalahmempelajarihubunganantaramasyarakatdengananggotanyaantarakelom
pokbaikkarenahubungantempatatauetnisdengananggotanyaantarakelompokde
ngankelompoksepanjanghubunganitudapatmenimbulkankejahatan.MenurutSa
ciptoRaharjo, Teori-teorikejahatandariaspeksosiologisterdiridari :

1). Teori-teori yang berorientasi pada kelassosial, yaituteori-teori
yangmencarisebabkejahatandariciri-
cirikelassosialsertakonflikdiantarakelas-kelas yang ada.

2). Teori-teori yang tidakberorientasi pada kelassosialyaituteori-teori
yang membahassebab-sebabkejahatandariaspek lain
sepertilingkungan, kependudukan, kemiskinan dan
sebagainya.”’

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan
kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi
lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma
dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.Pernyataan bahwa faktor-faktor
ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh
penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta

benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang,

kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal

3 Sacipto Raharjo, 2000, /lmu Hukum, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta, 2000, hal. 47.
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ini disebabkan adanya "Increasing demand for prestige articles for conficous
consumfion "%

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam
menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna
ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat
perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (The mental
tester theory) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh
orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan
orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya
dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.*’

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger
dalam "in leiding tot the criminologie " berusaha menjelaskan betapa
pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan
demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan
faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya
kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.?®

F. Metode Penelitian
1. SpesifikasiPenelitian

Penelitian ini  lebihmemfokuskankepadapenggambaranfenomenasosial

yang berhubungandenganobjekpenelitian,

**Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, Paradoks dalam
Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 94.

TIbid.

*Ibid.
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sehinggaspesifikasipenelitianinibersifat
deskriptifanalisis,” diharapkandalampenelitianinipenulisdapatmemberikan
gambarantentangpertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian
benda sitaan dan barang rampasan negara.

2. Metode Penelitian

Sesuaidengantujuanpenelitiandiatas,

makapenulismenggunakanmetodepenelitian yang
bersifatNormatifEmpiris®°denganpendekatanSocio-Legal Research.
Artinyapenulismelakukanpenelitianterhadapnormahukum yang

berkaitandengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian
benda sitaan dan barang rampasan negara.
3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentukpenelitian yang digunakandalampenelitianiniyaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan
para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari
mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya, sebagai
data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun

kerangka teori tesis ini. Data

29Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

penelitian hukum  Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat
pelaksanaan hukum dimasyarakat (law in action), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34
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sekunderdalampenelitianinidiperolehdariberbagaisumberhukumsekunde

rantaralain :

1). Bahan Hukum Primer, yaituperaturanperundang-undangan yang
berhubungandenganpenelitian yang dilakukan, meliputi
KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitubahan-bahanatauliteratur yang
adahubungannyadenganpenulisantesisini, meliputihasil seminar,
makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada
relevansinya dengan objek yang diteliti;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitubahan-bahan yang
memberikaninformasitentangbahanhukum primer dan
bahanhukumskunder, meliputikamus hukum, ensiklopedia dan
tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka
dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer
yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasantesis
ini.
4. Teknik PenarikanSampel
Untukmengumpulkan data ini,

penulismengambilsampelkepadarespondendengancara “Purposive
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Sampling”  yaitumenentukanterlebihdahulukriteriadariresponden, yang

mana respondentersebutmengetahuitentangpermasalahan yang

sedangpenulisteliti.*’ Adapun yang

menjadisampeldalampenelitianiniadalah :

a.

b.

C.

d.

Kepala Rupbasan Kelas I Jambiberjumlah 1 (satu) orang;

Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jambi
berjumlah 1 (satu) orang;

Pelaku berjumlah 1 (satu) orang;

Polisi berjumlah 1 (satu) orang;

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang

penulispergunakandalampenelitianiniadalah :

a.

b.

Wawancara, yaitudenganmelakukanwawancaralangsung yang terfokus
(focused interview) terhadapresponden yang mempunyaipengalaman-
pengalamantertentudalammelaksanakantugas  dan  wewenangnya,
khususnyawawancaraterhadapresponden yang berkaitandenganobjek
yang diteliti.

StudiDokumentasiadalahmencari  data  mengenaihal-hal  yang
berhubungandenganpenelitian yang berupacatatan, transkip, buku,
suratkabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan
sebagainya.’*Penulisdalampenelitianinimengumpulkan data-data yang

berasaldariRupbasan Kelas 1 Jambi, yaituberupadokumen-dokumen,

'Ibid, hal. 41-42.
32 Arikunto,Suharsini, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

23



arsip, berita acara dan peraturan yang
dapatdipertanggungjawabkansecara formal yang

dapatmenunjangpenelitian.

6. Analisis data
Data-data primer yang diperoleh pada penelitianlapangandikumpulkan,
kemudiandiolah dan diklasifikasikankedalambagian-bagiantertentu,
untukseterusnyadianalisis. Analisis data
dilakukansecaraanalisiskualitatif,’*yaitudenganmenelaahpertanggungjawa
ban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan
negara, kemudianhasildarijawabanresponden yang
ditelitidituangkandalambentukuraian yang bersifatdeskriptif.
G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep,
kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisitinjauanumummengenaitindakpidana dan
penegakanhukum, yang meliputipengertiantindakpidana,
pengertianpemidanaan, tujuanpemidanaan dan penegakanhukum.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang Tinjauan tentang Penyitaan dan

Benda Sitaan dan Rampasan Negara, yang meliputi pengertian penyitaan,

31bid. hal. 11
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tujuan penyitaan, bentuk dan cara penyitaan, pengertian benda sitaan dan
barang rampasan negara, penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan
negara.

Bab Keempat, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi faktor-faktor yang
menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di
Rupbasan Jambi, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian
benda sitaan dan barang rampasan negara. Bab Kelima, dalam bab ini penulis

akan membahas kesimpulan dan saran.
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BAB II
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN
PENEGAKAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana
1. PengertianPidana.

Istilah “hukuman” kadang-kadangdigunakanuntukpenggantiperkataan
“straf’  namun, istilah  “pidana  “  lebihbaikdari  pada
“hukuman”.**SelanjutnyaMuladi dan Barda Nawawi mengemukakan :

Istilah “hukuman” yang merupakanistilah dan konvensional,

dapatmerupakanarti yang luas dan berubah-

ubahkarenaistilahitudapatberkonotasidenganbidang yang cukupluas.

Istilahtersebuttidakhanyaseringdigunakandalambidanghukum, tetapi

juga dalamistilahsehari- hari di bidangpendidikan, moral, agama dan

sebagainya.Olehkarena “pidana” merupakanistilah yang lebihkhusus.

Makaperluadapembatasanpengertianataumaknasentral yang

dapatmenunjukkanciri-ciriatausifat-sifatnya yang khas.>”

HakikatpidanamenurutHulsmanadalah “zot de orderoepen”
(menyerukanuntuktertib).  SedangkanBinsbergenberpendirianbahwa  cirri
hakikipidanaadalah*“ eenterechtwijzing door de overhead terzake van
eenstrafbaarfeit” (suatupernyataan salah oleh
penguasasehubungandengansuatutindakpidana).*

MenurutSudarto  yang  dimaksudpidanaadalahpenderitaan  yang

sengajadibebankankepada orang yang melakukanperbuatan

*Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung,2005, hal.2.

SIbid

36Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001, hal.81.
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yangmemenuhisyarat-syarattertentu.®’ SedangkanRoeslan Saleh
merumuskanpidanaialahreaksiatasdelik dan iniberwujudsuatunestapa yang
sengajaditimpakan negara pada pembuatdelikitu.*®

Sesuaidengan system hukum yang
menganutpradugatakbersalah(presumpsion of ennocence).

Pidanasebagaireaksiatasdelik yang dijatuhkanharusberdasarkan pada vonis

hakim melaluisidangpengadilanatasterbuktinyaperbuatanpidana yang
dilakukan. Muladi dan Barda Nawawi
Ariefmemberikanrumusansecaratepatunsur-unsuratauciri-ciri yang

terkandungdalampidanasebagaiberikut:

a. Pidanaitu pada
hakekatnyamerupakansuatupengenaanpenderitaanataunestapaataua
kibat-akibat lain yang tidakmenyenangkan;

b. Pidanaitudiberikandengansengaja oleh orang atau badan yang
mempunyaikekuasaan (oleh yang berwenang);

c. Pldanaltudlkenakankepadaseseorang yang
telahmelakukantindakpidanamenurutundang. *

2. TujuanPemidanaan.

Meskipunsebagaireaksiatassuatudelik,
pemidanaanbukanlahtanpatujuan. Tujuanpemidanaansendiri di dalam KUHP
yang berlakusekaranginitidakdirumuskansecaraeksplisit,

tujuanpemidanaanhanyaditemukandalamilmuhukum.

Pemidanaantanpatujuanakanmembabibuta, kehilanganarah dan

*’Muladi dan Barda Nawawi Op.Cit., hal 2.

3¥Roeslan Saleh, dalam Muladi,Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung,
2004, hal.21.

**Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit. hal 4
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akanmencabik-cabikpemidanaanitusendiri. Barda Nawawi menyatakan,”
Tujuaninilah yang merupakanjiwa/roh/spirit darisistempemidanaan”. *
Pemidanaanmempunyaibeberapatujuan yang
bisadiklasifikasikanberdasarkanteori-teoritentangpemidanaan.
Teoritentangtujuanpemidanaan yang berkisar pada perbedaanhakekat ide
dasartentangpemidanaandapatdilihatdaribeberapapandangan. Herbert L.
Packer = menyatakanbahwaadaduapandangankonseptual yang  masing-
masingmempunyaiimplikasi moral yang  berbedasatusama lain,
yaknipandanganretributif  (retributive view) dan pandanganutilitarian
(utilitarian view).*'Pandangan retributive
mengandaikanpemidanaansebagaiganjarannegatifterhadapperilakumenyimpa
ng yang dilakukan oleh
wargamasyarakatsehinggapandanganinimelihatpemindanaanhanyasebagaipe
mbalasanterhadapkesalahan yang
dilakukanatasdasartanggungjawabmoralnyamasing-masing.
Pandanganinidikatakanbersifatmelihatkebelakang (backwardlooking).
Pandanganuntilitarianmelihatpemidanaandarisegimanfaatataukegunaannyadi
mana yang dilihatadalahsituasiataukeadaan yang
ingindihasilkandengandijatuhkannyapidanaitu. Di satupihak,

pemidanaandimaksudkanuntukmemperbaikisikapatautingkahlakuterpidana

dan di pihak lain pemidanaanitu juga dimaksudkanuntukmencegah orang lain

“Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif
Pembaharuan Hukum Pidana dan perbadingan Beberapa Negara”, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro,Semarang,2009,hal §.

'Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press,
California, 2008, hal. 9.
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darikemungkinanmelakukanperbuatan yang serupa.
Pandanganinidikatakanberorientasikedepan (forward-looking) dan
sekaligusmempunyaisifatpencegahan (detterence).*

Muladimembagiteori-teoritentangtujuanpemidanaanmenjadi 3 (tiga)
kelompokyaitu : *

a. Teoriabsolut (retributif).

b. TeoriTeleologis.

c. Teoriretributif-teleologis.

Ad.aTeoriabsolut .

Menurutteoriinipidanadijatuhkansemata-matakarena orang
telahmelakukansuatukejahatanatautindakpidana. **Pidanatidakusahmempunya
itujuan lain selaindari pada pidanasaja.Karena kejahatantidakdiperbolehkan,
dan tidakdiijinkanmenurutsusila dan hukum, makatidakbolehterjadi,
makakejahatanituseharusnyadipidana.
Pidanamempunyaifungsisendiriyaitubantahanterhadapkejahatan.

Hanyadenganmembalaskejahatanitudenganpenambahanpenderitaan,
dapatdinyatakanbahwaperbuatanitutidakdapatdihargai.** Teorimemandangsan
ksipidana yang dijatuhkansemata-matakarena orang telahmelakukankejahatan

yang merupakanakibatmutlak yang harusadasebagisuatupembalasankepada

orang yang

“Ibid.,hal 10

“Muladi, op.cit, hal. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga
menyatakan ada 3 teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori
pembalasan (absolute theorien), teori tujuan (relatieve theorien) dan teori gabungan atau
(verenigings theorien). Lihat Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, 2005, hal. 27.

*“Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit., 1998, hal. 10

$Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 2007, hal.25
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melakukankejahatansehinggasanksiditujukanuntukmemuaskanadanyatuntutan
keadilan.
Ad.b.TeoriTeleologis.

Teorirelatifatauteoritujuanmenyatakanmemidanabukanlahuntukmemu
askantuntutanabsolutdarikeadilan.
Pidanabukanlahsekedaruntukmelakukanpembalasankepada  orang  yang
melakukantindakpidana, tetapimempunyaitujuan-tujuantertentu yang
sangatbermanfaat. Pidanadijatuhkanbukankarena orang membuatkejahatan,
melainkansupayamencegah orang melakukankejahatan.Van
Bemmelemmembagidalamduahal:

1) PrevensiUmum / PencegahanUmum

Denganprevensiumumdimaksudkanpengaruhpidana pada masyarakat
pada umumnya. Pencegahankejahataningindicapai oleh
pidanadenganmempengaruhitingkahlakuanggotamasyarakat pada
umumnyauntuktidakmelakukantindakpidana.

Menurut Johannes Andeanaesadatigabentukpengaruhdalampengertian
“general prevention”, yaitupengaruhpencegahan,
pengaruhuntukmemperkuatlarangan-larangan moral, dan
pengaruhuntukmendorongkebiasanperbuatanpatuh  pada  hukum.  Jadi
dalamteoriinitidakhanyatercakupadanyapengaruhpencegahan (detterent

effect), tetapi juga termasukpengaruh moral

30



ataupengaruhbersifatpendidikansosialdaripidana  (the moral or social
pedafofical influence of punishment).*°
2) PrevensiKhusus /PencegahanKhusus
Bertolakdaripendapatpelakutindakpidana di
kemudianhariakanmenahandirisupayajanganberbuatsepertiitulagi,
karenaiabelajarbahwaperbuatannyamenimbulkanpenderitaan. Jadi
pidanaakanberfungsimendidik dan memperbaiki.
TeoritujuanserupainidikenaldengansebutanReformation ~ atauRehabilitation
Theory.* Dikatakan oleh Van Hamel, prevensikhususdarisuatupidanaadalah :
a. Pidanaharusmemuatsuatuunsurmenakutkansupayamencegahpenjah
at yang

mempunyaikesempatanuntuktidakmelaksanakanniatburuknya.
b. Pidanaharusmempunyaiunsurmemperbaikiterpidana

¢. Pidanamempunyaiunsurmembinasakanpenjahat yang
tidakmungkindiperbaiki.
d. Tujuansatu-satunyasuatupidanaialahmempertahankan tata

tertibhukum.**

Ad.3 Teoriretributif-teleologis.

Teoriiniberpendapatbahwatujuanpemidanaanbersifat plural,
karenamenggabungkanantaraprinsip-prinsipteleologis (tujuan) dan
retributifsebagaisatukesatuan.Teoriinibercorakganda,
dimanapemidanaanmengandungkarakterretributifsejauhpemidanaandilihatseb
agaisuatukritik moral dalammenjawabtindakan yang salah.
Sedangkankarakterteleologisnyaterletak pada ide bahwatujuankritik moral

tersebutialahsuatureformasiatauperubahanperilakuterpidana di kemudianhari.

*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit., hal. 1

*’Van Bemmelen, Op.Cit., hal 27

* Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta,
2003, hal.31
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Pandanganteoriinimenganjurkanadanyakemungkinanuntukmengadaka
nartikulasiterhadapteoripemidanaanyangmengintegrasikanbeberapafungsiseka
ligusretribution ~ yang  bersifatutilitarian ~ dimanapencegahan  dan
sekaligusrehabilitasi yang kesemuanyadilihatsebagaisasaran yang
harusdicapai oleh suaturencanapemidanaan.

Karena tujuannyabersifatintegratif,
makaperangkattujuanpemidanaanadalah : a) Pencegahanumum dan khusus; b)
Perlindunganmasyarakat; c¢) Memeliharasolidaritasmasyarakat dan d)
Pengimbalan/pengimbanganatassuatutujuan yang titikberatbersifatkasusistis.

Dalamperkembangannyateoritentangpemidanaanselalumengalamipasa
ngsurut .Teoripemidanaan yang
bertujuanrehabilitasitelahdikritikkarenadidasarkan pada
keyakinanbahwatujuanrehabilitasitidakdapatberjalan. Pada tahun 1970-
antelahterdengartekanan-tekananbahwatreatment
terhadaprehabilitasitidakberhasilsertaindeterminate sentence
tidakdiberikandengantepattanpagaris-garispedoman.

Berhubungdenganituataskritikberupatekananatastujuanrehabilitasilahir
“Model Keadilan” sebagaijustifikasi modern untukpemidanaan yang
dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga
denganpendekatankeadilanatau model ganjaransetimpal (just desert model)
yang didasarkan pada duateoritentangtujuanpemidanaan, yaitupencegahan
(preventiondan retributive ). Dasarpenekanandalamjust desert model

menganggapbahwapelanggarakandinilaidengansanksi yang patutditerima oleh
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merekamengingatkejahatan-kejahatan yang telahdilakukannya, sanksi yang
tepatakanmencegah para kriminalmelakukantindakan-tindakankejahatanlagi
dan mencegah orang-orang lain melakukankejahatan.

Denganskemajust  desert  ini,  pelakudengankejahatan  yang
samaakanmenerimapenghukuman yang sama, dan pelakukejahatan yang
lebihseriusakanmendapatkanhukuman yang
lebihkerasdaripadapelakukejahatan yang lebihringan.

Terdapatduahal yang menjadikritikdariteorijust desert ini, yaitu:
Pertama, karenadesert theories menempatkansecarautamamenekankan pada
keterkaitanantarahukuman yang layakdengantingkatkejahatan,
dengankepentinganmemperlakukankasussepertiitu,
teoriinimengabaikanperbedaan-perbedaan yang relevanlainnyaantara para
pelakusepertilatarbelakangpribadipelaku dan
dampakpenghukumankepadapelaku dan keluarganya dan
dengandemikianseringkalimemperlakukankasus yang tidaksamadengancara
yang sama. Kedua, secarakeseluruhan, tapieksklusif, menekankan pada
pedomanpedomanpembedadarikejahatan dan
catatankejahatanmempengaruhipsikologidaripenghukuman dan pihak yang
menghukum.

3. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian

daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua
orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti
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kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan

peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup

di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.”

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-
peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi
dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah
norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara
yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara
dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan
perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai hukum privat atau
hukum sipil, atau dinamakan pula hukum perdata. Sedangkan golongan yang
kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta
bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-
bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum
umum.”’. Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut,
dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat
adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Perniagaan,;

3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Perdata;

4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat
atau perjanjian-perjanjian.

*R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1
*Ibid.
*'Ibid. hal. 3
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Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo
mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai
undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar,
Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,

2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,

3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,

4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat
atau perjanjian-perjanjian antar negara.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa
hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus
dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum
publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum
Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-
norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan
Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-
undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

4. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat

dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

21bid., hal. 3-4
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Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip
Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan
berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat
dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana
materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).*

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana
dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah
satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil
(materieele stafrecht) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana
yang lazim juga disebut “formeel stafrecht” atau strafprocesrecht™.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materill dan
hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai
berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana  yang disebut

berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap

perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus

diperhatikan. >

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah,

menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang

diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-

>3 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
hal. 5

*Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2008. hal. 2.

>Ibid., hal 5
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undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana
mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;

3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si
pelaku dan kalau perlu menahannya;

4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah
diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada
hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;

5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan
pidana atau tindakan tata tertib;

6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;

7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib
itu.”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa
perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak
pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan
gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan
perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau
badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan
jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana,
berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan
suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.’’

*6Andi Hamzah, Op. Cit. hal. 3
> Ibid.
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Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh
Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk
dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat
dipidananya seseorang (strafbaarheld), penunjukan orang yang dapat dipidana
dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang
itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip
dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana
formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya
menggunakan haknya untuk memidana.®

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung
menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana
untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil
adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara
mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang
dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara
bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan
hakim.”

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah,
merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai
berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk :

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

*Ibid.
*Leden Marpaung, Op. Cit., hal 8
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yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
larangan tersebut;

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.®

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas,
Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum
pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir
(3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada
butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian
yang telah dikemukakan di atas ®'

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah
mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua)
bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan
hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana
di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara
pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP *

PengertianPenegakan Hukum
Perananpenegakanhukumdalamartifungsi dan

maknanyamerupakanbagiandarikonsepstrukturhukum. Oleh sebabitu,

sebelumdilakukanpembahasantentangperananpenegakanhukum,

%Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 4-5
'Ibid.
Ibid., hal. 11
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terlebihdahuludiketahuipengertiansistemhukum. “Menurut ~ Friedman yang

dikutip oleh SiswantoroSunarso, menjelaskanfungsisistemterdiriatas:

1. Fungsikontrolsosial (social control),
bahwasemuahukumadalahberfungsisebagaikontrolsosialdaripemeri
ntah.

2. Berfungsisebagaicarapenyelesaiansengketa (dispute settlement) dan
konflik (conflict).
Penyelesaiansengketainibiasanyabersifatpertentangan lokal
berskalakecil/mikrosebaliknyapertentangan yang

bersifatmakrodinamakankonflik.

3. Fungsiredistribusiataufungsirekayasasosial (redistributive function
or social engineering function). Fungsiinimengarahkan pada
penggunaanhukumuntukmengadakanpeprubahansosial yang
berencana yang ditentukan oleh pemrintah.

4. Fungsipemeliharaansosial  (social ~ maintenance  function).
Fungsiinibergunauntukmenegakkanstrukturhukum agar
tetapberjalansesuaidenganaturan main (rule of the game).®*

Secarakonsep inti daripenegakanhukumterletak pada

kegiatanmenyerasikanhubungannilai-nilai yang terjabardidalamkaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantahkan dan
sikaptindaksebagairangkaianpenjabarannilaitahapakhir, = untukmenciptakan,
memelihara dan mempertahankankedamaianpergaulanhidup.®

Manusiadidalampergaulanhidup pada dasarnyamempunyaipandangan-

pandangantertentumengenai mana yang baik dan yang tidakbaik.
Pandangantersebutsenantiasaterwujuddidalampasangan-
pasangantertentumisalnya,

adapasangannilaiketertibandengannilaikepentinganpribadi,

pasangannilaikelestariandengannilaiinovatisme dan seterusnya.

%Siswantoro Sunarto, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

“Ibid.,hal. 70.

%Soerjono Soekanto, Faktor-faktor vang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 13
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Didalampenegakanhukumpasangannilai-
nilaitersebutperludiserasikanumpamanyaperlupenyerasianantaranilaiketertiba
ndengannilaiketentraman. Sebabnilaiketertibanbertitiktolak pada
keterikatansedangkannilaiketentramantitiktolaknyaadalahkebebasan.
Didalamkehidupannya,
makamanusiamemerlukanketerikatanmaupunkebebasandidalamwujud  yang
serasi.

Pasangannilai-nilai yang
diserasikantersebutmemerlukanpenjabaransecarakonkritlagi, oleh karenanilai-
nilailazimnyabersifatabstrak.
Penjabaransecaralebihkonkritterjadididalambentukkaidah-
kaidahdalamhalinikaidah-kaidahhukum, yang mungkinberisikansuruhan,
laranganataukebolehan.

Penegakanhukumsebagaisuatu proses menurutSoerjonoSoekanto pada
hakikatnyamerupakanpenerapandiskresi yang menyangkutmembuatkeputusan
yang tidaksecaraketatdiatur oleh
kaidahhukumakantetapimempunyaiunsurpenilaianpribadi.® La Favre
menyatakanbahwa pada hakikatnyadiskresiberadadiantarahukum dan moral
(etikadalamartisempit).®’

Berdasarkanpendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwafungsipenegakanh
ukumadalahuntukmengaktualisasikanaturan-aturanhukum agar sesuaidengan

yang dicita-citakan oleh hukumitusendiri,

1bid., hal. 7.
1bid.
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yaknimewujudkansikapatautingkahlakumanusiasesuaidenganbingkai  yang
telahditetapkan oleh undang-undangatauhukum.

Penegakanhukumbukanlahsemata-mataberartipelaksanaanperundang-
undanganwalaupundidalamkenyataan di Indonesia
kecenderungannyaadalahdemikiansehinggapengertianLaw
Enforcementbegitupopuler.

Selainituadakecenderungan yang
kuatuntukmengartikanpenegakanhukumsebagaipelaksanaankeputusan-
keputusan hakim. Perludicatatbahwapendapat yang
agaksempittersebutmempunyaikelemahan-kelemahan,
apabilapelaksanaanperundang-undanganataukeputusan-keputusan hakim
tersebutmalahanmengganggukedamaian di
dalampergaulanhidup.MenurutSiswantoroSunarso,

penegakanhukummerupakan:

“.....kegiatanmenyerasikanhubungannilai-nilai yang
terjabardalamkaidah-kaidah/pandangan-pandanganmenilai yang
mantap dan mengejawantahkan dan

sikaptindaksebagairangkaianpenjabarannilaitahapakhir,
untukmenciptakansebagaiSocial  Engeneering, memelihara dan

mempertahankanhukumsebagaisosialkontrolkedamaianpergaulanhidu
268

P

Satjipto Rahardiomenjelaskan bahwapenegakan hukum adalah suatu

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran

1bid., hal. 70-71.
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badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum) menjadi kenyataan.®’

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan
hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan,
adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk
mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari
masyarakat yang terkena peraturan itu.”’

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum
secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1)
Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas
birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada
yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas
menjalankan apa yang menjadi bagiannya.’!

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di
dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga
pengertian "law enforcement" begitu populer. Selain dari itu, maka ada
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-

pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

% Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal.
24.

70Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta, Bina Aksara.
2007, hal. 9.

"'Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 25.
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apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan
hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik
pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai
tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan
sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan
tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan
bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan
perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak hukum) dan faktor
kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.”

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai
penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan
hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi
kajahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.
Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu
tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto
oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-
undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya

Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 15.
PIbid., hal. 11.
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dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan
legislatif. ™*

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang
telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan
tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan
dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan
yudikatif.”

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat
oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah
ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian tugasnya
harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah
dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan
serta daya guna.’®

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu

usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

"Ibid,. hal. 173.
Ibid.
1bid.

45



tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang
tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga
macam yaitu Pertama, Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan
hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para
penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping
itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan
batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area of no
enforcement..”’

Kedua, Full Enforcement, yaitu Total Enforcement setelah dikurangi
area of not enforcement, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan
hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk
dicapai (not a realistic expectation), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan
dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat
menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, Actual Enforcement, Actual
Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang
cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat,
saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.”®

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang

dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut

77Muladi,Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 16.
" Ibid.

46



politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan
peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu
saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. ° Bertolak dari pengertian
demikian, Sudarto mengatakan bahwa:
Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata
lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha
mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang
akan datang.®
Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa
masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata
pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis
normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif,
kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang
dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan
memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu
sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan
pembangunan nasional pada umumnya. '

Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga

macam, yaitu: Struktur (Legal structure), Substansi (Legalsubstance), Kultur

"Sudarto, Op. Cit., hal 28
“Ibid.
$'Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hal. 25.
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(Legal culture). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang
dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya
saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang
seksama.*

Menurut Soerjono Soekanto penegakan rule of law merupakan
masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia
dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara rule of law
dalam arti formil dan rule of law dalam arti materiil. Hal itu disebabkan
karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak
sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan
bagi berlakunya hukum. ™

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang
merupakan proses penting dalam law enforcement, karena bertujuan :

1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui

kehadiransuatu undang atau peraturan;

2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu
undang-undang atau peraturan;

3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola
pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh
undang-undang atau peraturan hukum tersebut.>*

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang

hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk

menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan

2Esmi  Warassih Puji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.,
Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

83Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, Ul- Press, Jakarta, 2003, hal .91.

% Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone,
Jakarta, 2008, hal. 9.
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yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan
penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian
berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai
dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup
yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak
bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.*

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh
Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai
tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum
yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah
hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang
selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (Rechtssichherheit),
Kemanfaatan (Zweckmaasigkeit) dan Keadilan(Gereichtigkeit). *°
Faktor-faktor yang MempengaruhiDalamPenegakan Hukum.

Biladilihatpermasalahandalampenegakanhukum, masalahpokok yang
dihadapidalampenegakanhukummenurutSoerjonoSoekantoadalah:

1. Faktorhukumnyasendiri yang didalam tulisan iniakandibatasi pada

undang-undangsaja.
2. Faktorpenegakanhukumyaknipihak-pihak yang

membentukmaupunmenerapkanhukum.
3. Faktorsaranaataufasilitas yang mendukungpenegakanhukum.

% Baharuddin Lopa, , Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Bulan Bintang,
Jakarta, 2001, hal.133.

¥Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 2007, hal. 160.
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4. Faktormasyarakatyaknilingkungandimanahukumtersebutberlakuata
uditerapkan.

5. Faktorkebudayaanyaknisebagaihasilkarya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsamanusiadidalampergaulanhidup.®’

Untuklebihjelasnyamengenaikelimafaktor yang

mempengaruhidalampenegakanhukumtersebutdiatasdapatdilihat pada

penjelasanberikutdibawahini.

Ad. 1. Undang-undang.

Peraturanperundang-undangansuatu negara, terutamaUndang-
undangmerupakan barometer untukberlakunyaaturanhukumdinegaratersebut,
sampaisaatini negara Indonesia belummempunyaisuatuperaturanperundang-
undangan yang mengatursecaramenyeluruhtentangmembentuk, mengundang
dan mulaiberlakunyaUndang-undangsertaperaturanperundanganlainnya yang
lebihlengkap dan sistematis.

Undang-undangdalamartimaterildapatdisebut pula
denganistilahperaturanperundanganjadimeliputi UuD
sampaidenganperaturan yang tingkatannya paling rendah. SedangkanUndang-
undangdalamarti formal hanyamenunjuk pada satubentukperaturantertentu,
yaituperaturan yang dibentuk oleh Badan PembentukUndang-undang,
menurut tata cara yang telahditentukan pula
sertadiundangkansebagaimanamestinya. Bentukperaturaninilah yang

disebutUndang-undang.

81bid. hal. 8
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Selanjutnyaditerangkanbahwaketentuan-
ketentuanhukumatauaturanhukum yang bersifatmengikatumumyaitu yang
membebankansesuatukepadaindividudiaturatasdasarUndang-undang.
SedangkanUndang-undangitupunada 2 (dua) macamyaituUndang-
undangOrganik dan yang bukanorganik.

Undang-undangOrganikseringdiartikansebagaiUndang-undang  yang

mengatursesuatu negara sedangkanUndang-undang non organikatauUndang-

undangpokokadalahUndang-undang yang
mengaturmaterisecarapokoknyasaja, jadiadalanjutandaripenjabaranpasal-
pasalnya.

UntukmenjalankanUndang-undang yang

memuatketentuanhukumatauaturanhukum yang bersifatmengikatumumyaitu
yang membebankansesuatukepadaindividusepertikeharusan, larangan,
kewajibanharusdiaturdenganatauatasdasarUndang-undang.
Ad. 2 Penegakan Hukum
Secarasosiologismakasetiappenegakanhukumtersebutmempunyaikedu
dukan/status dan peranan (role).
Kedudukansosialmerupakanposisitertentudidalamstrukturkemasyarakatan
yang mungkintinggi. Hak-hak dan kewajiban-
kewajibantadimerupakanperananataurole. Oleh karenaituseseorang yang
mempunyaikedudukantertentu, lazimnyadinamakanpemegangperanan.

Suatuhaksebenarnyamerupakanwewenanguntukberbuatatautidakberbuat,
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sedangkankewajibanadalahbebanatautugas.

Suatuperanantertentudapatdijabarkankedalamunsur-unsursebagaiberikut:

1. Peranan yang ideal.

2. Peranan yang sebenarnya.

3. Peranan yang dianggap oleh dirisendiri.
4. Peranan yang sebenarnyadilakukan.®®

Peranan yang sebenarnyadilakukankadang-kadang juga
dinamakanrole performanceataurole playing.
Kiranyadapatdipahamibahwaperanan yang ideal dan yang
seharusnyadatangdaripihakataupihak-pihaklain,  sedangkanperanan yang
dianggap oleh dirisendirisertaperanan yang
sebenarnyadilakukanberasaldaridiripribadi.
Sudahtentubahwadidalamkenyataannyaperanan-
peranantadiberfungsiapabilaseseorangberhubungandenganpihak lain
ataudenganbeberapapihak.

Seorangpenegakhukumsebagaimanahalnyadenganwarga-
wargamasyarakatlainnya.  Lazimnyamempunyaibeberapakedudukan  dan
peranansekaligus.
Dengandemikiantidakmustahilbahwaantaraberbagaikedudukan dan
peranantimbulkonflik “status conflik” dan “conflik of
role”’kalaudidalamkenyataannyaterjadisuatukesenjanganantaraperanan  yang
seharusnyadenganperanan yang sebenarnyadilakukanatauperanan actual

makaterjadisuatukesenjanganperanan “role distance”.

81bid.
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Peranan yang
seharusnyadarikalanganpenegakhukumtertentutelahdirumuskandidalambeber
apaUndang-undang. Disamping di dalamUndang-undangtersebut juga
dirumuskanperihalperanan yang ideal.

Ad. 3. Sarana dan Prasarana/fasilitas.

Tanpaadanyasaranaataufasilitastertentumakatidakmungkinhukumberla
ngsungdenganlancar. Sarana ataufasilitastersebutantara lain
mencakuptenagamanusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang
baik, peralatan yang mewadahi, keuangan yang cukup dan seterusnya.
Kalauhalinitidakterpenuhimakamustahilpenegakanhukumakanmencapaitujua
nnya.

Kepastian dan kecepatanpenangananperkarasenantiasatergantung pada
masukansumberdaya yang diberikandidalam program-program pencegahan
dan pemberantasankejahatan.
Peningkatanteknologideteksikriminalitasumpamanyamempunyaiperanan
yang sangatpentingbagikepastian dan kecepatanpenangananperkarapidana.

Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwasaranaatauprasaranamempun
yaiperanan yang sangatpentingdidalampenegakanhukum.
Tanpaadanyasaranaataufasilitastersebuttidakakanmugkinpenegakanhukumme
nyerasikanperanan yang seharusnyadenganperanan yang aktual.

Ad. 4. Masyarakat/Budaya.

Sebagaimanakitaketahuidimanapenegakhukumberasaldarimasyarakat

dan bertujuanuntukmencapaikedamaiandidalammasyarakat. Oleh
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karenaitudipandangdarisuduttertentumakamasyarakatdapatmempengaruhipen
egakanhukumtersebut. Masyarakat Indonesia pada
khususnyamempunyaipendapattertentumengenaihukumsehinggapengertianhu
kumbervariasipengertiannya.

Sebagaimanakitaketahuidarisudutsistemsosial dan budaya Indonesia
merupakansuatumasyarakatmajemukterdapatbanyakgolonganetnikdengankeb
udayaankhusus.
Untukmengenallingkungansosialtentunyapenegakhukumharusmengenalstratif
ikasisosialataupelapisanmasyarakat yang
adadilingkungantersebutbesertatatanan status dan peran yang ada.

Ad. 5. FaktorKebudayaan.

Faktorkebudayaansebenarnyabersatupadudenganfaktormasyarakat.
Sengajadibedakankarenadidalammasalahsistemkebudayaanhukum pada
dasarnyamencakupnilai-nilai yang mendasarihukum yang berlaku, nilai-nilai
yang merupakankonsepsi-konsepsiabstrakmenenaiapa yang
dianggapburuksehinggadihindari.Pasangannilai dan
perandalamhukumadalahsebagaiberikut:

1. Nilai ketertiban dan nilaiketentraman;

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilairohaniah/keakhlakan;

3. Nilai kelenganganan / konservatif dan nilaikebaharuan/

inovatisme.*’

HakekatPenegakan Hukum.

Penegakanhukum pada
hakekatnyamerupakanbagiandaripolitikkriminal yang pada
“Ibid.,hal .60
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hakekatnyamenjadibagian integral
darikebijakansosialkemudiankebijakaninidiimplimentasikandidalamsistemper
adilanpidana (criminal justice system).

MenurutMuladimengatakanbahwa SPP
mempunyaidimensifungsionalganda.
Disatupihakberfungsisebagaisaranamasyarakatuntukmenahan dan
mengendalikankejahatan ~ pada  tingkatantertentu,  dilainpihak ~ SPP
berfungsiuntukpencegahanskunderyaitumencobauntukmengurangikriminalita
sdikalanganmereka yang pernahmelakukantindakpidana dan mereka yang
bermaksudmelakukankejahatanmelalui proses diteksi, pemidanaan dan
pelaksanaanpidana.”

Penegakanhukumterletak pada kegiatanmenyerasikanhubungannilai-
nilai  yang terjabarkandidalamkaedah-kaedah  yang mantap dan
mengejawantahkansikaptindaksebagairagkaianpenjabarannilaitahapakhir,
untukmenciptakan, memelihara dan

mempertahankankedamaianpergaulanhidup.

Sebagaisuatu proses penegakanhukum pada
hakekatnyamerupakanpenerapandiskresi yang
menyatakanpembuatkeputusannyatidaksecaraketatdiatur oleh

kaidahhukumakantetapimempunyaiunsurpenilaianpribadi.’’ SelanjutnyaSoerj
onoSoekanto, mengatakanadabeberapafaktor yang

mempengaruhipenegakanhukumyaitu: 1).  Faktorhukumnyasendiri, 2).

**Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal 2 - 3
?'Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang ....... Op.Cit. hal 4-5
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FaktorPenegakhukum, 3). Faktorsaranaataufasilitas yang
mendukungpenegakanhukum.

Penegakan Hukum PidanaMelalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(SPPT)

Sebelum sampai pada diskursus mengenai Sistem Peradilan Pidana
Terpadu (SPPT), ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem
dan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Lili Rasjidi sebagaimana dikutip oleh
Sidik Sunaryo, makna dari sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan

interaksi (proses).

2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang
satu sama lain bergantung (interdepence of its parts).

3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang
lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu
(the whole is more than the sum of its parts)

4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya
(the whole determines the nature of its parts).

5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia
dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. (the
parts cannot be understood if considered in isolation from whole.

6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau
secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.”

Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem

dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

“Ibid., hal. 25
% Sidik Sunaryo, Op. Cit., hal 89
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dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan
tidak mengulangi lagi perbuatannya.’*.

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup
sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural
syncronization), dapat pula bersifat substansial (substantial syncronization)
dan dapat pula bersifat kultural (cultural syncronization).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan
dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration
of justice) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam
hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik
vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang
berlaku.

Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu
serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah
yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.’> Romli
Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri  dari  sistem peradilan  pidana
sebagaiberikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan
pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan).

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh
komponen peradilan pidana.

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari
efisiensi penyelesaian perkara.

*Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h
Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

95Muladi, Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 2005, hal.

13-14
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4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the ad-
ministration of justice.”®

Selanjutnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT),
sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat diantara para ahli hukum,
dimana perdebatan tersebut dapat memperkaya wahana pemikiran mengenai
konsep dan implementasi dari SPPT. Sidik Sunaryo, merumuskan SPPT atau
integrated criminal justice sistem sebagai ...the collective institutions through
which an accused offender passes until the accusations have been disposed of
or the assessed punishment concluded...”’

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah
merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu
keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah
tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan Mardjono Reksodiputro
bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti,
bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan
manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya
keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke
arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat
diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.“"®

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap

sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub

sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan
mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan

pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang
bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh

“Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 2006. hal. 10

?7Sidik Sunaryo. Op. Cit., hal 256

*Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 47.
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bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal
ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka
da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan
dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga

pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang

lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.”

Adapun alasan diperlukannya keterpaduan dalam SPP Indonesia,
dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila tidak terjadi
keterpaduan antara sub sistem dalam SPP maka akan menimbulkan kerugian,
berupa :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan
masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka
bersama;

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok
masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan
pidana); dan

3. Tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas
terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan
efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.'®

Berdasarkan pemikiran dari para pakar hukum di atas, maka dalam
perspektif hukum pidana Indonesia, SPP Indonesia menganut konsepsi
“Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated criminal justice system)”.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibangun dari sub sistem-sub yang
mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981.

Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan

“Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 80.
"“Mardjono Reksodiputro., Op. Cit., hal. 85.
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yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan
yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan
kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.'"'

Oleh karena Iluasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana
dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari
masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mardjono
Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-
tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan
yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri
utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik.
Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik
itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur
tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem,
maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana
inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur
tersebut. '

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, berlakunya KUHAP telah
membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara
pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari
perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan
upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud
agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi.

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut

menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub

"""Mardjono Reksodiputro, Op. Cit. hal. 140.
"%Ibid. hal. 143
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sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang
pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri
dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan
terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan
secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur
kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.'®

Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi
masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia
misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan
Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang
dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab
dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga
narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.'®*

Sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-
masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (outcome)
dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.
Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan
mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh
Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan

oleh hakim.

®Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu”, Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1.
“Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 142
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Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan
mempengaruhi  kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan
pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan
demikian, kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam
melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan
tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya.

Mardjono Reksodiputro mengingatkan akan pentingnya sub sistem
penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(a) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi
yang disertai dengan penyidikan yang adil) merupakan prasyarat
untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini
tidak terlaksana, maka: terpidana akan melihat dirinya sebagai
“kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau
mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam
lembaga;

(b) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan
mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni
di atas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan
mengurangi masukan (input), menambah pengeluaran (output)
dan mempersingkat penyidangan perkara;

(c) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat
pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang
memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan
mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara
(alternative to imprisonment); dan

(d) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang
dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak
merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan
menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen
sistem  peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga
pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya. '*°

'%Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 145-146.
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BAB III
TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DAN
BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA

A. Pengertian Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang
dilakukanoleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang,
baik barangbergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat
dengan tindakpidana yang sedang terjadi.'®

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik
setelahmenerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui
sendiriterjadinya tindak pidana, kemudian di tuntut oleh penuntut umum
dengan jalanmelimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim
melakukanpemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan
terhadap terdakwa terbukti atau tidak.'"’

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP,
yangberbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak
atau tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan

pembuktian dalampenyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1

butir 16).

1% Hartono Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh, BPFE,
Yogyakarta, 2010, hal. 182

7Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, hal. 14
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B. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang
sudahdijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan
penyelidikanatau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan
penyitaan. Tujuanpenyitaan, untuk kepentingan ‘“pembuktian”, terutama
ditujukan sebagai barangbukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar
tanpa barang bukti, perkaratidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh
karena itu, agar perkara tadilengkap dengan barang bukti, penyidik
melakukan penyitaan untuk dipergunakansebagai bukti dalam penyidikan,
dalam penuntutan dan pemeriksaan persidanganpengadilan.'®

C. Bentuk dan Cara Penyitaan

Tata cara aparatur penegak hukum melaksanakan tugas dalam
masyarakatbaik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun
tindakanpemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara
Pidana yangmempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan
kebenaran materiil,yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu
perkara pidana denganmenetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur
dan tepat.'” (Ratna NurulAfiah, 1988:13).

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di
dalamundang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan.

Antara lainsebagai berikut :

'""M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 265
'“Ratna Nurul Afiah, Op.Cit., hal. 13
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a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan
umumpenyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa
ataukeadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur
biasaditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk
dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan
yangmengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain,
sesuaidengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.''°

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum
adalahPertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan.
Kedua,memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga,
memperlihatkanbenda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan
penyitaan harusdisaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua
orang saksi.Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan.
Keenam, membungkus benda sitaan.'"!
b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu
danmendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda
ataubarang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut
dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau
dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh  tersangka. Sebagai

pengecualianpenyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu,

"""M.Yahya Harahap, Op.Cit., hal 266-268
"rbid.
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Pasal 38 ayat(2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa
melalui tatacara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini
diperlukan untuk“memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat
sesuai dengankeadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga
dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan
penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”,
dapatmenempuh tata cara peyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP.
Landasanalasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam
keadaan perludan mendesak™.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa
suratizin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak
sajadan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan
gunamendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.'"?

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau
suratatau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh
kantorpos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi
ataupengankutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan
bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan

ataukepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau

"21bid.
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perusahaankomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus
diberikan tanda penerimaan.'"?

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan
“pengecualian”penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik
dapat “langsung“menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk
melakukantindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan
sebagaibarang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan
tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang
melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas
paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda
tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.'"

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak
langsung.Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil
sendiri olehpenyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan
menguasaibenda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk
menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar
pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah

tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara

"BMoh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana, cet 1, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2004, hal. 50
"“M.Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 272
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langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan
sendirioleh orang yang bersangkutan.''
e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP
adalahsurat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu
yangmenyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya”
olehundang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak
dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia
Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat
disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-
undanguntuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat
disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan.
Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada
persetujuan dari mereka.
Pengertian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasiManusiaNomor 16 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan
BarangRampasan Negara Pada RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara
menjelaskanpengertianbendasitaan negara dan barangrampasan negara.

Benda Sitaan Negara (Basan) adalahbenda yang disita oleh negara

untukkeperluan proses peradilan. Benda inibisadisita oleh
penyidikataupenuntutumumgunakeperluanbarangbuktidalam proses
"1bid.,
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peradilan. SedangkanMenurutPeraturan Menteri Hukum dan
HakAsasiManusiaNomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan
Benda  Sitaan  Negara dan  BarangRampasan  Negara  Pada
RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara, BarangRampasan Negara yang
selanjutnyadisebut Baran adalahbendasitaanberdasarkanPutusanPengadilan
yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapdinyatakandirampasuntuk
Negara.116

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat
disita meliputi :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak
pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank
hasil korupsi.

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau
atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan
teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar
tersangka.

d. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan
tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat
tersangka untuk membuka rumah.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju,
pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.

f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena
pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan
dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan
ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).'"

"Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

7R, Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP,PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2008, hal. 380
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Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak
pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu
menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan
bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP,
benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
ataudisingkat dengan Rupbasan. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu
satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan
secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen
Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang
sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara
untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan
terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara
memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1)
KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan
benda sitaan negara ditempatkan di instansi yang berkaitan.

Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
1. Pengertian benda sitaan dan rampasan Negara

Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan, penyitaan  adalah

tindakanpengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah

penguasaanpenyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga,

70



penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil
dari penguasaan atau pemilikan tersangka.''®

Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah
harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau
berjasad. Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-
barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh
polisi.'”

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:
M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan
Barang Rampasan Negara di Rupbasan, menjelaskan pengertian benda sitaan
dan barang rampasan Negara, yaitu :

a. Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik,
penuntutumum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai
wewenang untukmenyita barang guna keperluan barang bukti
dalam proses peradilan.

b. Barang rampasan Negara adalah barang bukti yang telah
memperolehkekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang
selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dilelang untuk
Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk
dimanfaatkan dan diserahkan di Rupbasan untuk keperluan barang
bukti dalam perkaralain.

2. Benda yang dapat disita dan dirampas oleh Negara

Penyitaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita

ataupengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses

penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan.'*

11847+
Ibid.
"YWJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2008, hal. 131-132
' Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal.
122
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Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir (16) KUHAP telah dijelaskan
prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda
tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya
Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa
benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika
suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana,
terhadap benda benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita.'?!

Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi
yangberwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian
benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari
pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat
padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab
itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki
maka hak yang ada diatasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.'**Pasal
39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalampenyitaan
benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan.
Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil
dari tindak pidana

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindakpidana atau mempersiapkan.

'2'M.Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 272

122Nikolas Simanjutak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 100

72



c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tindakpidana.

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.

f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena
pailit,dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan
dan mengadiliperkara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Pasal 39).

Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari
tindakpidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP).

b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau
pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi,
jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang
paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau
yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).

c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut
undang-undang untuk  merahasiakannya  sepanjang  tidak
menyangkut rahasia Negara (Pasal 43 KUHAP).

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, setiap benda yang termasuk
kategori benda yang sifatnya terlarang adalah :

a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan
kimiatertentu, dan lain-lain.

b. Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku atau
majalah porno, film porno, uang palsu, dan lain-lain.'*

Penyelesaian terhadap benda terlarang dan dilarang diedarkan,
hanyadapat diselesaikan dengan dua cara saja :

a. Benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan
Negara. Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk
Negara ialah benda yang harus diserahkan kepada Departemen
yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 45 ayat (4)).

123M.Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 292
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b. Alternatif kedua, atas benda terlarang atau benda yang dilarang
diedarkan,untuk dimusnahkan.

Begitulah tata cara penyelesaian benda sitaan yang bersifat terlarang
ataudilarang diedarkan, hanya dapat dirampas untuk Negara atau dirampas
untuk dimusnahkan. Jika benda tersebut itu dirampas untuk Negara,
penggunaan danpenguasaan selanjutnya diserahkan kepada Departemen yang
bersangkutan.

3. Penyimpanan benda sitaan dan rampasan Negara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44, di
jelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala
macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses
peradilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan
pengadilan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan
oleh siapapun juga.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti
disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya,
sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya
untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Secara Struktural
dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM yang akan menjadi pusat penyimpanan segala benda sitaan dari

seluruh instansi.'?*

1241bid. hal. 278
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Pada masa yang lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang
menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang
tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan,
tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan
ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut,
KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan
menjaminkeselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah
ditetapkansarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa :

a. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan.

b. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan

c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak

hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.'*

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP, maka dalam rangka penyimpanan benda sitaan
pengaturan lebih lanjut dan terperinci termuat di dalam peraturan-peraturan
berikut ini, yaitu :

a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda sitaan dan
Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda sitaan
Negara (Rupbasan).

b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rutan dan Rupbasan.

c. Keputusan  Direktur  Jenderal = Permasyarakatan =~ Nomor
E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara
di Rupbasan. '

"5Ibid., hal. 278
'Bima Priya Santosa, dkk,Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, Paramadina
Public Policy Institute, Jakarta, 2010, hal.18
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Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.
Pengelolaanbendasitaan  negara dan  barangrampasan  negara  di
RupbasantelahdiaturdalamPeraturan Menteri KehakimanRepublik Indonesia
Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentangPengelolaan Benda Sitaan
Negara dan BarangRampasanNegara di RumahPenyimpanan Benda Sitaan
Negara, dimanasebagaipedomanpelaksanaannyatelahdiaturdalam Keputusan
DirekturJenderalPemasyarakatanNomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal
17 Februari 1986 tentangPetunjukPelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di
RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telahdisempurnakandengan
Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanNomor: E1.35.PK.03.10 Tahun
2002 tanggal 7 Mei 2002 tentangPetunjukPelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di
RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  IndonesiaNomor:
M.05.UM.01.06 Tahun 1986
ditetapkandenganpertimbanganadanyakeperluanuntukmengatursecarajelasme
ngenaipengelolaanbendasitaan ~ negara. Adapun ketentuan yang
telahditetapkandalamPeraturan Menteri iniadalahsebagaiberikut :

1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran

a. Di dalam Rupbasanditempatkanbenda yang
harusdisimpanuntukkeperluanbarangbuktidalampemeriksaan pada
tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidangpengadilan,
termasukbarang yang

dinyatakandirampasberdasarkanputusanpengadilan.
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b. Penempatanbendasitaan negara
tersebutharusdiatursedemikianrupasehinggadalamwaktucepatdapatdiket
emukansertaharusterjaminkeamanannya.

c. Penyimpananbendasitaan negara dilakukanberdasarkansifat, jenis dan
tingkatpemeriksaan.

d. KepalaRupbasanwajibmemperhatikanpenyimpananbendasitaan negara
yang Dbersifatkhusus, misalnyabendasitaan negara yang berharga,
cepatrusak/busukatauberbahaya, dan lain-lain yang dianggapperlu.

e. Dalamhalbendasitaan negara yang
dimaksudtidakmungkinuntukdapatdisimpan di Rupbasan,
makapenyimpanannyadapatdikuasakankepadainstansiatau
badan/organisasi yang berwenangataukegiatannyabersesuaian,

sebagaitempatpenyimpananbendasitaantersebut.

f. Dalamhalpemberiankuasapenyimpanandimaksudtidakdapatdilakukan,
makadilakukansesuaidenganketentuanPasal 45 KUHAP.

g. Dalampenerimaanbendasitaan negara,
petugasRupbasanwajibmelakukan :

1) Penelitianterhadapsuratpenyitaansebagaidasarpenerimaan,
penyimpananbendasitaan negara;

2) Pencocokanjumlah dan jenisbendasitaan negara yang diterima,
sesuaidenganberita acara penyitaan;

3) Penaksiran/pemeriksaan ~ dan  penelitiantentangkeadaan ~ dan
mutubendasitaan negara dengandisaksikan oleh petugas yang
menyerahkan;

4) Pencatatanbendasitaan negara yang diterimakedalambuku register,
kemudianditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas
yang menyerahkan.

h. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang
dimaksuddilakukandalamruangankhusus dan  harusmenjaga agar
bendasitaan negara tersebuttetaputuh (tidakmenimbulkankerusakan).

i. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh
petugasRupbasan yang mempunyaikeahliandalammenentukanmutu dan
jumlahdaribendasitaan negara.

J- Dalamhal pada Rupbasantidakadapetugasahlidimaksud,
makapenaksiran/pemeriksaan dan penelitiantersebutdilakukan oleh
seorangahliataspermintaankepalaRupbasan.

k. Terhadappenaksiran/pemeriksaan dan
penelitiantersebutharusdibuatberita acara yang ditandatangani oleh
petugasRupbasan dan petugas yang menyerahkan.

1. Dalamhalpenaksiran/pemeriksaandilakukan oleh seorangahli,
makaseorangahli yang bersangkutan juga ikutmenandatanganiberita
acara tersebut.

m. Benda sitaan negara yang akandisimpan, dicatatdalambuku register
daftar bendasitaan negara sesuaidengantingkatpemeriksaan dan
penggolongannya.
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DirekturJenderalPemasyarakatanmengeluarkanpetunjukpelaksanaa
nlebihlamjuttentangbuku register yang dimaksud dan buku register lain
yang diperlukan

2. Pemeliharaan dan Pengamanan

a.

b.

KepalaRupbasanbertanggungjawabataspemeliharaansertakeutuhanmutu
dan jumlahbendasitaan negara.
Sesuaidengantanggungjawab yang dimaksud, KepalaRupbasanharus:

1) Mengadakanpemeriksaan dan
pengawasansecaraberkalaterhadapbendasitaan negara;
2) Memperhatikanbendasitaan negara yang

memerlukanpemeliharaansecarakhusus, misalnya :
a) Benda-benda yang berbahaya

b) Benda-benda yang berharga

¢) Benda-benda yang memerlukanpengawetan.

3) Mencatat dan melaporkankepadainstansi yang
menyitaapabilaterjadikerusakan dan penyusutanterhadapbendasitaan
negara.

KepalaRupbasanbertanggungjawabataskeamananbendasitaan negara.
Sesuaitanggungjawab yang dimaksud, KepalaRupbasanharus:

1) Menjaga agar supayatidakterjadipencurian;

2) Mencegahterjadikebakaranataukebanjiran;

3) Memeliharakeutuhangedung dan seluruhisinya;

4) Mencatat dan melaporkankepadainstansi yang
menyitaapabilaterjadikebakaran ~ dan  pencurianatasbendasitaan
negara.

Apabilaterjadikerusakan, penyusutan, pencurianataukebakaran,

makadilakukanpenyidikansebagaimanamestinya.

Apabilaperbuatantersebutternyatadilakukanatauakibatkelalaianpetu

gasRupbasanterhadappelakunyadapatdikenakansanksisesuaidenganperat
uranperundang-undangan.
Setiaptindakanatauputusan yang akandiambil oleh
KepalaRupbasanterhadap para petugasRupbasan yang terlibatdimaksud,
harusterlebihdahulumengadakankonsultasidenganKepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasetempat,
kecualiapabilakeadaan yang
sangatmendesakperlusegeradiambiltindakan.

3. Pengeluaran dan Pemusnahan

a.

b.

Pengeluaranbendasitaan negara untukkeperluanpenyidikan dan
penuntutan, harusberdasarkansuratpermintaan yang sahdariinstansi
yang menyitabendasitaan negara tersebut.
Dalampelaksanaanpengeluarandimaksudhuruf a, petugasRupbasanharus

1) Menelitisuratpermintaanpengeluaranbendasitaan negara;
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2) Membuatberita acara serahterima dan
menyampaikantembusannyakepadainstansi yang menyita;

3) Mencatat lama peminjamanbendasitaan negara, dalam register yang
tersedia.

. Surat permintaanpengeluaranbendasitaan negara
untukkeperluansidangpengadilan, harussudahditerima oleh
KepalaRupbasanselambat-lambatnya 1x24 jam sebelumharisidang.

. Dalampelaksanaanpengeluarandimaksudhuruf c,

petugasRupbasanmelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamhuruf
b angka (1), (2) dan (3) tersebutdiatas.

. Pengeluaranbendasitaan negara untukdikembalikankepada orang
ataudarisiapabendaitudisita, ataukepadamereka yang berhak (Pasal 46
ayat (1) KUHAP)
harusberdasarkansuratperintah/penetapanpengembaliandariinstansi
yang menyitaatauberdasarkanputusanpengadilan (Pasal 46 ayat (2)
KUHAP).

Dalampelaksanaanpengeluaran yang dimaksudhuruf e,
petugasRupbasanharus :
1) Menellitisuratperintah/penetapandariinstansi yang
menyitaatauputusanpengadilan yang bersangkutan;
2) Membuatberita acara serahterima yang

tembusannyaharusdisampaikankepadainstansi yang menyita;
3) Mencatat dan mencoretbendasitaan negara tersebutdari daftar yang
tersedia.
. Pengeluaranbendasitaan negara  karenadirampasuntuk = negara
ataudimusnahkanatauuntukdirusakkansehinggatidakdapatdigunakanlagi
, harusberdasarkanputusanpengadilan.

. Dalamhalbendasitaan negara dirampasuntuk negara,
petugasRupbasanharus :
1) Menelitiputusanpengadilan yang bersangkutan;
2) Membuatberita acara

serahterimaapabiladitetapkaninstansitertentuuntukmenerimanya;
3) Mencatatdalam register yang tersedia.

i. Dalamhalbendasitaan negara tersebutharusdimusnahkanataudirusakkan

oleh Jaksa/PenuntutUmumsehinggatidakdapatdigunakanlagi,

petugasRupbasanharus :

1) Menelitiputusanpengadilan yang bersangkutan;

2) Menyaksikanpemusnahan dan  menandatanganiberita  acara
pemusnahan;

3) Mencatat dan mencoretdari daftar register yang tersedia.

j. Terhadapbendasitaan negara sebagaimanadimaksuddalamPasal 45 ayat

(1) KUHAP, dapatdijuallelang oleh instansi yang menyita.

. Hasil lelang yang dimaksuddalamhuruf ] yang
berupauangdipakaisebagaibarangbukti, disimpandalamRupbasan, dan
didaftardalam register yang tersedia.
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1.

Terhadapbendasitaan negara yang berdasarkanputusanpengadilan yang
telahmemperolehkekuatanhukumtetapdinyatakandirampasuntuknegara,
dapatdijuallelangdimasukkanke Kas Negara untuk dan atasnamalaksa,
sesuaidenganketentuanPasal 273 ayat (3) KUHAP.

. Pelaksanaanlelangdimaksudhuruf ] dan huruf 1

harusberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku,
dengandisaksikan oleh petugasRupbasan.

Pengeluaranataupenghapusanbendasitaan negara dari daftar register,
yang dikarenakankerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian,
ataukarenabencanaalam, dilakukan oleh suatuPanitiaKhususuntukitu.

Berdasarkanpetunjukpelaksanaan yang dikeluarkan oleh
DirektoratJenderalPemasyarakatan pada Tahun 2002
disebutkanbahwapokok-pokokpengelolaanbendasitaan dan

barangrampasan negara di Rupbasanmencakup :
1. Penerimaan

a. Penerimaanbendasitaan ~ dan  barangrampasan negara  di
Rupbasanwajibdidasarkan pada surat-surat yang sah,;

b. Penerimaanbendasitaan negara dan ataubarangrampasan negara
(Basan dan atau Baran) dilakukan oleh petugaspenerima;

c. Petugaspenerimasegeramemeriksasahtidaknyasurat-surat yang
melengkapinya dan mencocokkanjenis, mutu, macam, dan
jumlahbendasitaan ~ dan  barangrampasan  negara  yang
diterimasebagaimanatertulisdalamsurat-surattersebut;

d. Selanjutnyapetugaspenerimamengantarkanbendasitaan dan
barangrampasan negara berikutsurat-
suratnyakepadapetugaspeneliti,

e. Terhadapbendasitaan dan barangrampasan negara yang

tidakbergerak, petugaspenerimasetelahmemeriksasurat-
suratlalumencocokkannya dan  pemotretanditempat  mana
barangbuktiituberadabersama-samadenganpetugaspeneliti dan

petugas yang menyerahkan;
f. Setelah ~ pemeriksaan,  pencocokan,  pemotretanselesai,

petugaspeneliti, membuatberita acara
penelitiandengandilampirispesifikasihasilidentifikasi Benda
Sitaan dan BarangRampasan Negara dan
petugaspenerimamembuatberita acara serahterima,

kemudianmengantarkan Benda Sitaan dan BarangRampasan
Negara kepadapetugaspendaftaran.
2. Penelitian dan Penilaian

a. Petugaspenelitimelakukanpenelitian, penilaian, pemeriksaan dan
penaksirantentangkeadaan,  jenis, mutu, macam  dan
jumlahbendasitaan  negara dan  barangrampasan negara
dengandisaksikan oleh petugas yang menyerahkan;

b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan
penaksirandilaksanakandalamruangankhusussertawajibdilakukan
oleh petugaspeneliti;
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c. Terhadapbendasitaan dan barangrampasan negara
tertentudilakukanpemotretanuntukkelengkapanalatbukti;

d. Berita acara serahterimaditandatangani,
setelahselesaimelakukanpenelitian, penilaian dan
identifikasibendasitaan negara dan barangrampasan negara.

3. Pendaftaran

a. Petugaspendaftaranmenelitikembalisahtidaknyasurat-
suratpenyitaanatausuratpenyerahanbesertaberita acara
penelitianbendasitaan ~ dan  barangrampasan negara  dan
mencocokkandenganbarangbukti yang bersangkutan;

b. Mencatat dan mendaftarkanbendasitaan dan barangrampasan
negara sesuaidengantingkatpemeriksaan;

c. Setelah selesaidicatat dan
didaftarpetugaspendaftaranmenyerahkanbendasitaan dan
barangrampasan negara tersebutkepadapetugaspenyimpanan.

4. Penyimpanan

a. Benda sitaan dan  barangrampasan negara  yang
baruditerimadisimpanberdasarkantingkatpemeriksaan,
tempatresiko dan jenisnya.

b. Penyimpananberdasarkantingkatpemeriksaanadalah :

1) Tingkat Penyidikan;

2) Tingkat Penuntutan;

3) Tingkat Pengadilan Negeri;

4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding;
5) Tingkat Mahkamah Agung atauKasasi.

c. Penyimpananberdasarkantempatresikoialah :

1) Basan dan Baran Umum;

2) Basan dan Baran Berharga;

3) Basan dan Baran Berbahaya;

4) Basan dan Baran terbuka dan cepatrusak.

d. Penyimpananberdasarkanjenisnyaadalah :
1) Kertas;

2) Logam;

3) Non logam;

4) Bahankimia dan obat-obatanterlarang;
5) Peralatanlistrikelektronik;

6) Peralatanbermesinmekanik;

7) Berbentuk gas;

8) Alat-alatrumahtangga;

9) Bahanmakanan dan minuman;
10) Tumbuh-tumbuhanatautanaman;
11) Hewanternak;

12) Rumah, bangunangedung;

13) Tanah dan;

14) Kapallaut dan kapaludara
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e. Terhadapbendasitaan dan barangrampasan negara yang
tidakdisimpan di Rupbasan, dititipkan oleh
KepalaRupbasankepadainstansiatau Badan Organisasi yang
berwenangatau yang kegiatannyabersesuaian.

f. Terhadapbendasitaan dan barangrampasan negara yang dipinjam
oleh  pihakperadilan = dan  diserahkankembalikeRupbasan,
wajibdilakukanpenelitianulang, penilaian, pemeriksaan dan
penyimpanan.

5. Pemeliharaan

a.

KepalaRupbasanbertanggungjawabataspemeliharaankeutuh
anjenis, mutu, macam dan jumlahbendasitaan  dan
barangrampasan negara.

b. Pelaksanaantugassehari-haridilaksanakan oleh
petugaspemeliharaan dan iasenantiasawajib :
1) Mengadakanpengawasan dan

pemeriksaansecaraberkalaterhadapbendasitaan  negara  dan
barangrampasan negara;

2) Memperhatikanbendasitaan negara dan barangrampasan negara
yang  memerlukanpemeliharaankhusus.  Mencatat  dan
melaporkankepadaKepalaRupbasanapabilaterjadikerusakanata
upenyusutanBasan dan atau Baran
untukditeruskankepadainstansi yang bersangkutan.

c. TugasPemeliharaan :

1)

Tugaspemeliharaandilaksanakanuntukmenjagakeutuhanbar
angbuktigunakepentingan proses peradilanpidana;

2) Pemeliharaanbendasitaan ~ dan  barangrampasan  negara
sebagaiusahauntukmempertahankanmutu, jumlah dan
kondisibendasitaan ~dan  barangrampasan negara  agar
tetapterjaminkeutuhan dan keasliannya;

d. Pemeliharaanbendasitaan dan barangrampasan negara di
Rupbasanharusdidasarkan pada klasifikasimacam dan
jenisbarangsesuaidenganstandarisasi, karakteristik dan
spesifikasibendasitaan negara dan barangrampasan negara

e. SecaraperiodikdiadakanStock opnameterhadapseluruhBasan dan
Baran.

6. Pemutasian

a. Pemutasianbendasitaan dan barangrampasan negara meliputi :

1) mutasiadministratif;

2) mutasifisik.

b. Pemutasianbendasitaan dan barangrampasan negara didasarkan
pada suratpermintaandaripejabat yang
bertanggungjawabmenuruttingkatpemeriksaan, yaitu :

1) Surat permintaanatausuratperintahpengambilandariinstansi
yang menyita;
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2) Surat permintaanpenuntutumum,;
3) Surat penetapanatauputusan hakim yang
telahmempunyaikekuatanhukumtetap.

c. Dalamsetiappemutasianbendasitaan dan barangrampasan negara
wajibdibuatkanberita acara sesuaidengansuratpermintaaninstansi
yang berwenanguntukkeperluan dan ataudigunakan pada proses
peradilan.

7. Pengeluaran/Penghapusan
a. Dasar pelaksanaannyapengeluaran/penghapusan :
1) Surat putusanataupenetapanpengadilan;
2) Surat perintahpenyidik/penuntutumum,;
3) Surat permintaandariinstansi yang
bertanggungjawabsecarayuridis.
b. Tugaspengeluaran :

1))
Pengeluaransebelumadanyaputusanpengadilanmeliputikegi
atan:
a) Kepentinganpenyidikan dan
penuntutantidakmemerlukanlagi;
b)

Perkaratersebuttidakjadidituntutkarenatidakcukupbuktiataut
ernyatatidakmerupakantindakpidana;

¢)
Perkaratersebutdikesampingkanuntukkepentinganumumatau
perkaratersebutditutup demi hukum;

d) Pengeluaranbendasitaan negara melaluitindakanjuallelang

yang dilakukan oleh penyidik,
penuntutumumterhadapBasan yang mudahrusak,
membahayakan, biayapenyimpanantinggi;
hasillelangbarangbuktitersebutberupauangdisimpan di

Rupbasanuntukdipakaisebagaibarangbukti;

e) Pengeluaranbendasitaan negara ataspermintaanpejabat yang
bertanggungjawabsecarayuridis.

2) PengeluaranBasan dan Baran setelahadanyaputusanpengadilan
yang mempunyaikekuatanhukumtetap :

a) Kembali kepada yang paling berhak;

b) Dirampasuntukkepentingan negara dengancaradilelang,
dimusnahkan dan ataudiserahkankepadainstansi yang
berkepentingan, berdasarkanputusanpengadilan.

3) PengeluaranBasan dan Baran yang dilakukansetelah proses
penghapusan. PelaksanaanpenghapusanBasan dan Baran
berdasarkanatasusulKepalaRupbasankarenaadanya :

a) Kerusakan;

b) Penyusutan;

¢) Kebakaran;

d) Bencanaalam;
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e) Pencurian;
f) Barangtemuan,;
g) Barangbuktitidakdiambil.
8. Penyelamatan dan Pengamanan
a. Tanggungjawabpenyelamatan dan pengamananRupbasan :

1) Tanggungjawabpenyelamatan dan
pengamananRupbasanberada pada KepalaRupbasan;

2) ApabilaKepalaRupbasantidakberadaditempat,
makatanggungjawabpenyelamatan dan pengamananberada
pada KepalaSatuanPengamananRupbasanataupejabat  yang
ditunjuk olehKepalaRupbasan;

3) Dalammewujudkankeselamatan dan
keamananRupbasanKepalaRupbasandibantu oleh
KepalaSatuanPengamanan;

4) Setiappetugaswajibikutsertamemeliharakeselamatan dan
keamananRupbasan;

5)

DalamkeadaandaruratsetiappegawaiRupbasanwajibmelaksa
nakantugaspenyelamatan dan pengamananRupbasan;

6) Pada  saatmenjalankantugas, petugaspenyelamatan  dan
pengamananRupbasandilengkapisenjataapi dan
saranakeamananlainnya;

7) PetugasRupbasandiperlengkapidengansarana dan prasarana
lain sesuaidengankebutuhantugas dan peraturanperundang-
undangan.

b. TugasPokokPenyelamatan dan PengamananRupbasan :

1) Menjaga agar tidakterjadipengrusakan, pencurian, kebakaran,

kebanjiranataukarenaadanyagangguanbencanaalamlainnya;

2) Melakukanpengamananterhadapgangguankeselamatan dan
keamanan;

3) Memelihara, mengawasi dan menjagabarang-
baranginventarisRupbasan;

4) Melaksanakanadministrasikeselamatan dan
keamananRupbasan.

c. SasaranPenyelamatan dan Pengamanandiarahkan pada Rupbasan
yang meliputi :
1) Benda Sitaan dan BarangRampasan Negara;
2) Pegawai
3) Bangunan dan perlengkapan;
4) Aspek-aspekketatalaksanaan;
5) Lingkungansosialataumasyarakatluar.

d. TugasPenyelamatan dan Pengamanandalam proses
pengelolaanBasan dan Baran :
1) Menjunjungkeberhasilan proses pengelolaanBasan dan Baran;
2) Melaksanakanpengelolaanmeliputi proses

penerimaansampaipengeluaranBasan dan Baran;
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3) Penginderaandiniterhadapberbagaimasalah yang terjadi di
dalammaupun di luarRupbasan;

4) Dalammenghadapiancaman, gangguan, hambatan,
tantangandiselenggarakanterpadusecarafungsionaldenganinstan
si-instansi lain;

5)

Dalammelaksanakantugasberkewajibanmemperhatikanperat
uranperaturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e. Hal-hal yang wajibdiperhatikan oleh petugaspenyelamatan dan
pengamanan :

1) Melaksanakankoordinasi dan
sinkronisasikerjadenganinstansipenegakhukumlainnya;

2) DilarangmenggunakanBasan dan Baran denganalasanapapun;

3) Harus hadirselambat-lambatnya 15 menitsebelum jam dinas;

4)
Dalammenjalankantugasdilarangmeninggalkantempattanpaizin
dariKepalaReguPenjagaan;

5)

Dalammelaksanakantugaswajibmentaatiaturantentangpengg
unaanperlengkapandinasmeliputi :
a) Senjataapi,
b) Sarana keamananlainnya;
c¢) Pakaiandinas;
d) Kendaraandinas;
e) Perumahandinas.
9. Pelaporan

a. LaporanTertulisUntukkepentinganpengawasan dan
pengendaliansemuakegiatanpengelolaanbendasitaan dan
barangrampasanharusdilaporkansecaratertuliskepadaKepalaKanto
r Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasiManusia dan
tembusannyakepadaDirekturJenderalPemasyarakatan.

b. Pengeluaran Akhir Pengeluaranakhirbendasitaan negara dan
barangrampasan negara laporannyadisampaikan pada instansi
yang berkepentingan, tembusankepadaKepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HakAsasiManusia dan
kepadaDirekturJenderalPemasyarakatan.

c. KejadianLuarBiasaDalamhalterjadiperistiwa yang luarbiasa,
segeradilaporkankepadaKepala Kantor Wilayah
DepartemenKehakiman dan HakAsasimanusia,
DirekturJenderalPemasyarakatan dan instansi-instansi  yang
berkepentinganmelaluitelepon, kawatataudengancara lain dan
kemudiansegeradisusuldenganlaporanlengkapsecaratertulis.

Dalam Surat Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanNomor:

E1.35. PK.03.10 Tahun 2002, selainmemuattentangpetunjukpelaksanaan juga
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memuatpetunjukteknispengelolaanbendasitaan negara dan barangrampasan
negara, disebutkanbahwatujuandaripetunjukteknisiniadalah agar
pengelolaanbendasitaan dan barangrampasan negara diseluruh  unit
Rupbasandilaksanakansecaraefektif dan efisiensesuaidenganketentuan yang
berlaku. Adapun ruanglingkup yang ada pada
petunjukteknisiniadalahmeliputi :

1. Penerimaan

a. PetugaspenerimaRupbasanmenerimaBasan Baran daripetugas yang
mengantarkannya.

b.  Petugaspenerimamemeriksakeabsahan  salah  satudiantarasurat-
suratsebagaiberikut :

1) Surat PerintahPenyitaan;

2) Surat IzinPenyitaan/Penetapan;

3) Berita Acara Penyitaan;

4) Surat Pengantardarilnstansi yang berwenangMenandatangani;
5) MenandatanganiBerita Acara PenerimaanBarang Bukti.

c. TerhadapBasan dan Baran yang tidakbergerak, Basan yang
tidakdisimpan di Rupbasan, petugaspenerimabersama-
samapetugaspeneliti dan petugas yang menyerahkan, memeriksasurat-
surat dan mencocokkannyamelakukanpemotretanditempatdimanaBasan
Baran berada dan membuatBerita Acara (Model BA.l)
selanjutnyadituangkankedalamBerita Acara Penitipan (Model BA.8).

2. Penelitian dan Penilaian

a. Cara menelitiBasan dan Baran oleh
petugaspenelitidisesuaikandenganjenisbarangbuktisebagaimanatercantu
mdalam Juklak.

b. Apabila di Rupbasantidakadapetugaspenelitiahlimakapenelitian,
pemeriksaan dan penaksirandilakukan oleh tenagaahlidariinstansi lain
ataspermintaanKepalaRupbasan.

c. Dalam proses kerjainidibuatBeritaAcara :

1) Berita Acara Penelitian, model BA.1.
2) Berita Acara SerahTerima, model BA.2.

d. Berita  Acara  Penelitianditandatangani  oleh  petugaspeneliti,
dibuatrangkap 4 (empat) :

1) Lembar pertamauntukpetugas yang menyerahkan;
2) Lembar keduauntukpetugas yang menerima;

3) Lembar ketigauntukpetugaspenyimpanan;

4) Lembar keempatuntukpetugaspeneliti/penilai.

e. Berita Acara SerahTerimaditandatangani oleh petugas yang menerima
dan petugas yang menyerahkandiketahui oleh
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KepalaRupbasanataupejabatstruktural yang ditunjuk, dibuatrangkap 4
(empat):

1) Lembar pertamauntukpetugas yang menyerahkan;

2) Lembar keduauntukpetugaspendaftaran;

3) Lembar ketigauntukpetugaspenyimpanan dan pemeliharaan;

4) Lembar keempatuntukpetugaskeselamatan dan pengamanan.

3. Pendaftaran

a.

UntukmendaftarataumencatatBasan Baran disediakanbuku register

daftar sebagaiberikut :

1) Buku Register Basan Baran pada tingkatpenyidikan, model RBB.1

2) Buku Register Basan Baran pada tingkatpenuntutan, model RBB.2

3) Buku Register Basan Baran pada tingkatPengadilan Negeri, model
RBB.3

4) Buku Register Basan Baran pada tingkatPengadilan Tinggi, model
RBB.4

5) Buku Register Basan Baran pada tingkatMahkamah Agung, model
RBB.5

PetugaspendaftaranmencatatBasan Baran dalambuku Register yang

sesuaidengantingkatpemeriksaan, mengisi label yang ada pada

tingkatbarangbuktitersebutkemudiandisegel.

. Isi label barangbuktiadalah :

1) Nomor Register;

2) Nomor Register Perkara;

3) NomorBerita Acara Penelitian;

4) Nama pemiliktersangka/terdakwa;
5) Tanggalpenyimpanan

6) Benda

4. Penyimpanan

a.

PetugaspenyimpananmenerimaBasan Baran yang sudah di label
besertalampirannyamasing-masinglembarke 3 (tiga) yaituberupa:
1) Berita Acara Penelitian (Model BA.1);
2) Berita Acara SerahTerima (Model BA.2).
PenyimpananBasan Baran
sesuaidenganletaktempatgudangsebagaiberikut :
1) Basan Baran Umum :

a) Ditempatkandalamgudang yang idealnya,
dilengkapidengansaranajalan yang
memudahkankeluarmasuknyabarang dan  petugas. Gudang
harusselaludalamkondisitertutuptetapicukuppenerangan dan
ventilasi.

b) Ditempatkanterpisah-pisahmenurutjenisnya,
sehinggamemudahkanpengawasan, pemeriksaan dan
pemeliharaan.

c) TempatpenyimpananBasan Baran dalamgudangberuparak-
rakataulemari-lemarikayuataubesi.
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2) Basan Baran Berharga: Ditempatkan pada

gudangdilengkapidenganteralibesi dan Basan Baran
disimpandalamlemaribesitahanapi.

3) Basan Baran Berbahaya:
Penempatannyakhususuntukmenjaminkeselamtandilengkapidenganal
atpendinginudara dan pemadamkebakaran agar
secepatnyabisadipergunakan oleh petugaspenjagagudang.
Letakgudangnyaharusjauhdaripengaruhsuhu yang tinggi.

4) Basan Baran Terbuka :

a)

Disimpanditempatterbukadalamartitidakberdindingrapatatautemb
ok, tetapiterlindungdiatasnyadengan atap gentengatauseng;
b)

Untukmemudahkankeluarmasuknyabarangpenempatannyad
iaturdenganmemperhatikanjarakantarabarang yang satudengan
yang lainnya.

5. Pemeliharaan
a. Tanggung Jawab Pemeliharaan :
1) TanggungjawabpemeliharaanataskeutuhanBasan Baran ada pada
KepalaRupbasan.
2) Pemeriksaanberkalaataspemeliharaandilakukansekurang-
kurangnyadua kali dalamseminggu.
b. KelengkapanPemeliharaan :
1) BukupemeliharaanuntukmencatatkapanBasan ~ Baran  dipelihara,
diberi model RBP.1.

2) Bukupemeriksaanuntukmencatatkapan dan siapa yang
melakukanpemeriksaanBasan Baran baikberkalamaupunsewaktu -
waktudiberi model RBP.2.

3) Kartupemeriksaanuntukmencatatkapanpemeriksaandilakukan ~ dan
hal-hal lain yang perludicatatdalam model KRT.2.
c. Cara pemeliharaanBasan Baran sesuaidengansifatbarangbukti yang

bersangkutan :
1) Basan Baran yang mengandung metal ataulogam
a) Sifatnyamudahterjadipengkaratanbarang yang
mengandungbesikaratnyaberwarnacoklat, barang yang

mengandungtembagakaratnyaberwarnahijau, dan barang yang
mengandungaluminiumkaratnyaberwarnaputih).

b) Sifatnyapengkaratanakanlebihcepatbilaudaralembab,
udaramengandunguapbelerang,
ditempatkandisekitarbendaterdapatbelerangatauChlorida.

c¢) Cara pemeliharaannya
(a) Diusahakan agar udaraselalukering.

(b) Jauhkandariudara yang mengandunguapbelerang dan
asamatau garam-garam Chlorida.
2) Basan Baran yang tidakmengandung metal
a) BarangKertas
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(1) Tanda-tandakerusakannya :
(a) Terjadiperubahanwarna;
(b) Lapuk dan rapuh;
(c) Berlubang-lubang.
(2) Penyebabkerusakannya :
(a) Sinarmatahari yang langsungmengenaikertas;
(b) Jamur;
(c) Serangga;
(d) Udara lembab;
(e) Temperaturterlalutinggi/panas yang kuat.
(3) Cara pemeliharaannya :
(a) Disimpanditempat yang teduhtapitidaklembab;
(b) Disimpanditempat yang bersih;
(c) Disimpanditempat yang
temperaturnyasesuaidengantingkatkebutuhan
b) Barang Kayu
(1) Tanda-tandakerusakan :
(a) Nampak adanyapelapukankarenapengaruh air
atauudaralembab;
(b) Tumbuhjamur;
(c) Gangguanserangga;
(d) Berlubang-lubangkarenagangguanulat dan kumbang;
(e) Kehilanganbahanperekat (untukkayu lapis).
(2) Cara pemeliharaannya :
(a) Disimpanditempatkering dan jauhdari air;
(b) Temperaturtempatpenyimpananharusstabil;
(c) Cukupsinarmatahari;
(d) Disimpan pada tempat yang bersih.
c¢) BarangTekstil
(1) Tanda-tandakerusakannya :
(a) Tumbuhnyajamur;
(b) Perubahanwarna pada tekstil;
(c) Berkurangkekuatannya;
(d) Terdapatlubang-lubangkarenagigitaninsekataungengat.
(2) Cara pemeliharaannya :
(a) Disimpan pada udara yang kering (tidaklembab);
(b) Temperaturtempatpenyimpananharusstabil;
(c) Cukupsinarmatahari;
(d) Disimpan pada tempat yang bersih.
d) BarangKulit
(1) Tanda-tandakerusakan yang terjadiantaralain :
(a) Tumbuhnyajamur;
(b) Nampak kulitmenjadipecah-pecah, mudahmenjadirobek
(kekuatanberkurang).
(2) Cara pemeliharaannya :
(a) Jauhkandarisinarmatahari yang berlebihan;
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(b) Usahakantemperatur yang sesuaidengankeperluanbenda;
(c) Jauhkandariudarakering/panas, tetapitidaklembab.
e) KaretAlam dan Sintetis
(1) Tanda-tandakerusakannyaantaralain :

(a) Terdapattandapecah-pecah;

(b) Adanyaperubahanbentuk;

(c) Berkurangnyatingkatelastisitasnya.

(2) Penyebabkerusakannyaantaralain :

(a) Udara panas;

(b) Sinarmataharilangsung;

(c) Pengaruhminyak/gemuk;

(d) Pengaruhtekananataubendaberat.

(3) Cara pemeliharaan :

(a) Disimpanditempatkering dan tidakterlalupanas;

(b) Terlindungdarisinarmatahari;

(c) Jauhdariminyak/gemuk;

(d) Tidakditumpukdenganbarangsejenisnyaataubarang  yang
berat.

f) BarangPlastik
(1) Tanda-tandakerusakanantaralain :

(a) Berkurangnyakekuatan;

(b) Terdapatretak-retak;

(c) Kehilangansifattransparansi,

(d) Melengkungakibatpanasatautekanan.

(2) Penyebabkerusakanantaralain :

(a) Pengaruhpanasdariapi;

(b) Adanyatekanan yang cukupberat pada barangplastik;

(c) Pengaruhtemperatur yang tidaktetap.

(3) Cara pemeliharaannya :

(a) Jauhkandaripanasapi;

(b) Tidakterkenatekanandaribarang lain yang berat;

(c) Disimpan pada
tempattertentudengantemperaturtetapsesuaidengantingkatk
ebutuhan.

g) BarangGelasatauKaca
(1) Tanda-tandakerusakanantaralain :
(a) Terdapatlapisanjamurataulumut;
(b) Tingkat cahaya yang berkurangataumenjadikusam.
(2) Penyebabkerusakanantaralain :

(a) Pengaruhudaralembab;

(b) Pengaruhsinarmataharilangsung;

(c) Temperatur yang tidaktetap.

(3) Cara pemeliharaannyaantaralain :

(a) Disimpanditempat yang kering (tidaklembab);

(b) Tidakterkenasinarmataharisecaralangsung;

(c) Disimpan pada tempattertentu yang temperaturnyatetap;
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(d) Jauhkandaribenda-bendakeras.
h) Macam-macam Semen Batu
(1) Tanda-tandakerusakanantaralain :
(a) Semen berubahmenjadimembatu;
(b) Dayarekatnyaberkurang;
(c) Tidakcepatkering.
(2) Penyebabnyaantaralain :
(a) Pengaruhudaralembab;
(b) Terkena air.
(3) Cara pemeliharaannyaantaralain :
(a) Disimpanditempat yang kering;
(b) auhdaripengaruhudaralembab;
(¢) Jauhdariminyak/gemuk;
(d) Tidakditumpukdenganbarangsejenisnyaataubarang yang
berat.
3) Kendaraanbermotordenganbahanbakarminyak
a) Tanda-tandakerusakanantaralain :
(1) Catnyarontok;
(2) Bagian-bagian yang mengkilatjadiberkarat;
(3) Ban kempes;
(4) Kacapecah-pecahatauretak;
(5) Tengkibensin bocor;
(6) Kabel terkelupas;
(7) Mesinsukardihidupkan;
(8) Dayaacculemabh;
(9) Lampu, klaksonmati.
b) Cara pemeliharaannya :
(1) Dibersihkan badan dan mesinnya;
(2) Mesindihidupkantiappagiselama 10 (sepuluh) menit;
(3) Periksaolie dan air, bilakurangharusditambah/diganti;
(4)Tempatkandigedungterbukadengan ban (roda)
dilandasidengankayu.
4) Alat-alatbermotorlistrik
a) Tanda-tandakerusakanantaralain :
(1) Kabel-kabelterkelupas;
(2) Besi magnet berkarat;
(3) Kumparan gas ketnyaterkikis.
b) Cara pemeliharaan :
(1) Bersihkantiapharidengan lap kering;
(2) Hidupkanmotornyadenganmenyambunglistrikselama 5 (lima)
menittiaphari.
5) BarangElektronik
a) Tanda-tandakerusakanantaralain :
(1) Kabel terkelupas;
(2) Tidakberfungsisebagaimanamestinya.
b) Cara pemeliharaannya :
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(1) Ditempatkan pada suhu yang sejuk;
(2) Tidakterkenasinarmataharilangsung.
6) Hewan
a) Tanda-tandasakit :
(1) Tidakmaumakan;
(2) Tidakbergairah dan tidurterus.
b) Cara pemeliharaan :
(1) Memberimakansecarateratur;
(2) Secaraberkaladilakukanpemeriksaankesehatan;
(3) Menjagakebersihankandang.
6. Pemutasian

a. MutasiAdministratifBasan Baran dalam proses
peradilandicatatdenganperubahantingkatpemeriksaan :

1) Basan Baran yang dipinjam oleh

penyidikataupenuntutumumuntukkeperluandalam proses

peradilandicatatdalamBuku model RBM.3.
2) Basan Baran yang penyimpanannyadikuasakan pada instansi lain
dicatatdalamBukumutasi model RBM.4.

3) Basan Baran yang
perkarapidananyatelahmemperolehkekuatanhukumtetapdicatatdalam
Buku model RBM.5.

b. MutasiFisik
1) KegiatanmutasifisikuntukBasan yang digunakankeperluan proses
peradilanberdasarkansuratpermintaanataupeminjamandariinstansi
yang berwenang (penyidik, penuntutumum, pengadilan).
2) Setiapmutasi yang dimaksudbutir 1) harusdibuatkanberita acara
peminjaman model BA.7.
7. Pengeluaran/Penghapusan, Pemusnahan
a. PengeluaranBasanSebelumAdanyaPutusanPengadilan
(PraAdjudication)
Petugaspengeluaranharusmelakukanpenelitianterhadapkeabsahansurat-
surat :
1) Dalamhalperkaradihentikankarenatidakcukupbuktidiperlukanadanya

a) Surat pernyataandariinstansi yang berwenang;
b) Surat pengantar;

¢) Surat perintah;

d) Berita acara pelaksanaan;

e) Berita acara pengeluaranBasan model BA.7.

2)
Dalamhalperkarabelummerupakansuatutindakpidanadiperlukanadan
ya:

a) Surat permintaandaripenyidik, penuntutumum;

b) Surat penetapanpengadilan;

¢) Membuatberita acara penyerahanBasan model BA.7;
d) Berita acara pelaksanaan.
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3)

Dalamhalperkaradihentikanuntukkepentinganumumdiperlukanadany

a:

a) Surat perintah/permintaandariKejaksaan agung;

b) Berita acara penyerahan model BA.7.

4) Dalamhaltindakanjuallelangwajibdiperhatikan :

a) Pelaksanaanlelangataspersetujuanterdakwaataskuasanya;

b) Berita acara pelaksanaanlelang;

c¢) Hasil lelangberupauang dan sebagiankecildariBasandibuktikan
dan disimpan di Rupbasan.

d) Membuatberita acara penyerahanbarangbukti, Model BA.7.

5) DalampengeluaranBasanataspermintaanpejabat yang
berwenangsecarayuridisuntukpinjampakaidiperlukanadanya :

a) Surat permintaandariinstansi yang berwenang;

b) Surat penetapanpengadilan;

c) Berita acara pelaksanaan;

d) Surat perintahpenyitaan;

e) Berita acara penyitaan;

f) Surat izinpenyitaan;

g) Membuatberita acara penyerahanBasan model BA.7 yang
ditandatangani oleh dua orang petugasRupbasanyaitusatu orang
petugaspengeluaran, satu orang petugaspengamanan.

b. PengeluaranBasan Baran Setelah AdanyaPutusanPengadilan Hal-hal
yang harusdiperhatikanpetugasRupbasan :

1) Basan Baran dikembalikankepada yang berhak :

a) Surat permintaandariinstansi yang berwenang;

b) Surat penetapan/putusanpengadilan;

c) Berita acara pelaksanaan;

d) Berita acara pengeluaransetelahadanyaputusan model BA.9;

e) Mencoretbuku register dan ditandatangani oleh pejabatRupbasan.

2) Basan Baran dirampas oleh negara untukdilelang, dimusnahkan,
dirusak, diserahkankepadainstansi yang telahditetapkan dan
ataudisimpan di  Rupbasansebagaibarangbuktidalamperkaralain,
diperlukan :

a) Menelitisuratpermintaan;

b) Surat putusanpengadilan;

c¢) Berita acara pelaksanaanputusan;

d) Berita acara pengeluaran, model BA.10;

e) PenghapusanBasan Baran daribuku Register.

3) Basan Baran setelah proses penghapusankarenakerusakan,
penyusutan, kebakaran, kebanjiran, bencanaalam, barangtemuan dan
barangbuktitidakdiambil :

a) Proses penghapusanBasanBaran :

(1) MendataBasan Baran;
(2) Melaporkan dan mengusulkanpenghapusan pada instansi yang
berwenangdengantembusanKepala Kantor Wilayah
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Kementerian Hukum dan HAM,
DirekturJenderalPemasyarakatan.
b) Pelaksanaanpengeluaranatasdasarpenghapusan :

(1) Surat perintah/persetujuandariinstansiterkait;

(2) Berita acara pelaksanaan;

(3) Berita acara pengeluaran, model BA.11;

(4) PenghapusanBasan Baran daribuku Register;

(5) MembuatlaporantentangpelaksanaanpenghapusanBasan Baran
yang ditujukankepadaKepala Kantor Wilayah
DepartemenKehakiman dan HAM,
DirekturJenderalPemasyarakatan.

8. Penyelamatan dan Pengamanan
Penyelenggaraanpenyelamatan dan  pengamananBasan Baran di
RupbasanadalahtanggungjawabKepalaRupbasan, dan
dalampelaksanaannyadibantu oleh KesatuanPengamanandengantugas dan
kewajibansebagaiberikut :
a. Tugas dan KewajibanRegu Jaga
1) Mengaturtugassemuaanggotapenjagaan yang
menjaditanggungjawabnya;
2) Mengerjakanbukujaga, mencatat, pembagiantugas, inventaris,
instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandangperlu;
3) Mengawasipenjagaan pos-pos keamanan;
4) Mengawasikebersihan, lampu-lampu dan sebagainya;
5) Dalamterjadigangguanbaikdaridalammaupundariluar,

mengambillangkah-langkahpengamananpertama dan
segeramelaporkepadaKepalaRupbasan dan instansi lain yang
berkepentingan;

6) Segeramelaporkanperistiwa yang
bersifatkhususkepadaKepalaRupbasan;

7) Menerima dan memeriksasuratkeluarmasukbarang-

barangdariataukeRupbasan.
b. Tugas dan KewajibanStafPenyelamatan dan Pengamanan :

1) Melaksanakan tata usahapengamanan;

2) Menyediakan dan menyalurkansaranakeamanan;

3) Mencatatinventarissaranakeamanansertacadangannya;

4) Membantumelancarkanpelaksanaantugasteknispengamanan.

c. TugasRegulaga :

1) Tugaspenjagaandilaksanakan oleh regu-
regujagasecarabergilirmenurutjadwalwaktu  yang telahditetapkan
oleh KepalaKesatuanPenyelamatan dan Pengamanan.

2) TugasPenjagaanmeliputi :

a) Menjagakeutuhangedungkantor dan
seluruhisinyabaikselamamaupunsesudah jam kantor;
b) MengawasikebersihanRupbasan.
3) Hal-hal yang harusdiperhatikandalamtugaspenjagaanadalah :
a) Petugasberpakaianseragamlengkapsesuaiperaturan;
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b) Petugasdilengkapidenganalat-alatpengamanan yang
telahditetapkansesuaiperaturan;

c¢) PetugasRegu Jaga yang
sedangmenjalankantugasdilarangmeninggalkantugasnyatanpaizin
KepalaRegu Jaga;

d) PetugasRegu Jaga harusdatangselambat-lambatnya 15 (lima
belas) menitsebelum jam dinas;

e) Perlumemperhatikan :

(1) Cuaca, iklim yang ada pada waktutugasjaga;
(2) Ketentuan-ketentuankhusus yang telahdiserahterimakan.
4) Dalamrangkapenggantianregujaga, diwajibkanuntuk :

a)

Mengadakanserahterimakelengkapanregupenjagaandenganmemb
uatBerita Acara SerahTerimadalambukujaga;

b) Tidakmeninggalkan RUPBASAN sebelumserahterima.

5) Langkah-langkah yang perludiambilsebelummembuatBerita Acara

SerahTerimapenjagaanadalah :

a) Regujaga yang akandigantibersama-samaKepalaRegu Jaga yang
akanmenggantimenelitibaranginventarisRupbasan yang
dianggappenting;

b) Regujagapenggantisupayaapel dan diaturpembagiantugas oleh
KepalaRegu Jaga Pengganti,

c) AnggotaRegu Jaga penggantimenujuke Pos Utama dan Pos
Penjagaanberikutnyauntukmenggantikantugaspenjagaan;

d) Regujaga yang diganti, sesudahapel dan
melakukanserahterimapenjagaan, dibubarkanuntukberistirahat.

6) Yang harusdiserahterimakan :

a) Senjataapi dan peluru yang disediakanuntukpenjagaan;

b) Kunci-kunci dan gembok-gembok;

c) Lampusenter, alatpemadamkebakaran, tangga, tali dan
sebagainya;

d) Instruksi-instruksidariKepala, = dan  lain-lain  hal  yang
perlumendapatperhatiankhusus.

d. Tugas dan KewajibanPetugasPintuGerbang :
1) Membuka/menutuppintugerbang;
2) Bertanggungjawabataskuncipintugerbang;

3) Mengenalisetiap orang, baiktamumaupunpetugas yang
keluarmasukRupbasan;
4) Menerimapetugas yang mengantarkanBasan Baran,

kemudianmengantarkankepadapetugaspenerima;
5) Memeriksamuatan  dan  isisetiapkendaraan,  gerobak = yang
keluarmasukRupbasan.
e. Pos-pos Penjagaan :
1) Pada tiapRupbasandiadakan :
a) Pos Utama yaitukedudukanKepalaRegu Jaga;
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b) Pos-pos pintuyaitutempat-tempatpenjagaandipintugerbang, pintu

yang menghubungkanlangsungdenganluarruangan di
dalamRupbasansendiri;

c) Pos dalam, yaitutempat-tempatpenjagaan yang
adadalamRupbasan.

2) Penentuan pos-pos penjagaanditetapkan oleh KepalaRupbasan.

3) Penempatan pos-pos berdasarkansistem pos berantaiyaitu pos-pos
penjagaanharusbisasalingberhubungandenganisyarat, lonceng,
lampusenter, telepon dan sebagainya.

4) Giliranpetugasdipos-pos penjagaanditetapkansesuaijadwal yang
telahditetapkan.

f. Perlengkapan Pos-pos Penjagaan :
1) Pos Utama perludilengkapidengan :

a) Buku Jaga;

b) Bukucatataninventaris;

c) Pesawattelepon;

d) Daftar alamat dan nomorteleponpejabat/instansi-instansi yang
penting, antaralain :
(1) KepalaRupbasan
(2) Kepolisian
(3) Kejaksaan
(4) Pengadilan
(5) Pemadamkebakaran

e) Alat-alatpemadamkebakaran (tabungpemadamkebakaran, karung,
pasir, galah dan sebagainya);

f) Loncenguntukisyarat;

g) Jam;

h) Jam kontrol,

1) DenahRupbasan;

j) Senjata/pelurucadangan;

k) Lampucadangan;

1) Kunci/gembok;

m) Lampusenter;

n) Almarisenjata;

0) Alarm sistim.

2) Pos lingkungandilengkapidengan :

a) Buku Jaga;

b) Bukucatataninventaris

¢) Loncenguntukisyarat;

d) Lampusenter;

e) Alat pemadamkebakaran.

9. Pelaporan

a. Gunaketertibanadministrasi, pengawasan, pemantauan dan
pengendaliantugaspengelolaanBasan Baran diperlukaninformasilengkap
yang dikirimdengancepat, tepat dan

96



cermatsemuakegiatandilaporkantertuliskepadaatasansecarahierarkhis

pada tiapbulan, triwulan, tengahtahunan dan tahunanberupa :

1) LaporanrekapitulasidarisemuakegiatanadministrasipengelolaanBasan
Baran;

2) LaporantentangmutasiBasan Baran selainditujukankepadaatasan,
tembusannyadikirimkepadainstansi-instansi yang terkait.

Dalamhalterjadiperistiwaluarbiasa,

segeradilaporkanakuratkepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM dengantembusanDirekturJenderalPemasyarakatan

dan instansi yang berkepentingan.
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BAB 1V
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor: 498/Pid.B/2019/PN. Jmb)

A. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan
barang rampasan negara di Rupbasan Jambi.

Sebelum menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku

pencurian benda sitaan barang rampasan negara di Rupbasan Jambi terlebih

dahulu  penulisgambarkanstrukturorganisasiRumahPenyimpanan =~ Benda

Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi sebagaiberikut:

Kepala Rupbasan
Armen Zein
Petugas Tata Usaha
Yuli Astuti

Kasubsi Administrasi Kasubsi Pengamanan dan

dan Pemeliharaan Pengelolaan

Novri Budiman Rovanto

Selanjutnyapenulisgambarkanjumlahpegawai yang ada di

RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi

sebagaiberikut:
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Tabel. 1
JumlahPegawaiberdasarkanJenisKelamin

No JenisKelamin Jumlah  Keterangan
1 Laki-laki 22 Orang
2 Perempuan 6 Orang
Jumlah 28 Orang
Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020
Berdasarkantabel. 1 di atas,
dapatpenulisgambarkanbahwajumlahpegawaiRumahPenyimpanan Benda

Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berjumlah 28 (duapuluhdelapan)
orang yang terdiridarijeniskelaminlaki-lakiberjumlah22 (dua puluh dua)
orang dan  berjeniskelaminperempuanberjumlah6  (enam)  orang.
SelanjutnyapenulisgambarkanjumlahpegawaiRumahPenyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berdasarkanjenispendidikan yang
adaadalahsebagaiberikut:

Tabel. 2
JumlahPegawaiberdasarkan Pendidikan

No Jenis Pendidikan  Jumlah  Keterangan

1  Pascasarjana (S2) - Orang

2 Sarjana (S1) 6 Orang

3 Diploma III (D3) - Orang

4 SMA 22 Orang

5 SMP - -

6 SD - -
Jumlah 28 Orang

Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020
Berdasarkantabel. 2 di
atasmakadapatpenulisgambarkanjumlahpegawaiRumahPenyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi berdasarkanjenispendidikan yang

dimilikiantara lain, sarjana (S1) berjumlah 6 (enam) orang, dan SMA
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berjumlah22 (dua puluh dua) orang.
Kemudianpenulisgambarkanjumlahpegawaiberdasarkanpangkat/golongan

yang dimilikisebagaiberikut:

Tabel. 3
JumlahPegawaiberdasarkanPangkat/Golongan
No Pangkat Jumlah  Keterangan
1 Pembina (IV/a) 1 Orang
2 Penata Tk. I (III/d) 1 Orang
3 Penata (Ill/c) 4 Orang
4  Penata Muda Tk. I (ITl/b) 3 Orang
5 Penata Muda (I1l/a) 5 Orang
6  Pengatur Tk. I (II/d) 3 Orang
7  Pengatur (Il/c) 5 Orang
8  Pengatur Muda Tk. I (II/b) 3 Orang
9  Pengatur Muda (I1/a) 3 Orang
Jumlah 28 Orang
Sumber Data: Rupbasan Kelas I Jambi Tahun 2020
Berdasarkantabel. 3 di

atasdapatpenulisgambarkanjumlahpegawaiRumahPenyimpanan Benda Sitaan
Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi
berdasarkanpangkat/golongansebagaiberikut: Pembina (IV/a) berjumlah 1
orang, Penata Tk. I (III/d) berjumlahl (satu) orang, Penata (Ill/c) berjumlah4
(empat) orang, Penata Muda Tk. I (III/b) berjumlah 3 (tiga) orang, Penata
Muda (III/a) berjumlah 5 (lima) orang, Pengatur Tk. I (II/d) berjumlah 3
(tiga) orang, Pengatur (II/c) berjumlah 5 (lima) orang, Pengatur Muda Tk. I
(IT/b) berjumlah 3 (tiga) orang dan Pengatur Muda (II/a) berjumlah3 (tiga)
orang.

RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah

satu Unit Pelaksana Teknis DirektoratlenderalPemasyarakatanKementerian
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Hukum dan HAM, memangbelumbegitudikenal oleh
masyarakat,namunkeberadaanRupbasanmemilikiperanan =~ yang  penting.
PerananRupbasandalampenegakanhukumpidanatidakdapatlepasdari Lembaga
Penyitaan yang merupakanbagianterintegrasidalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasanadalahtempatbenda-benda
yang  harusdisimpanuntukkeperluanbarangbuktidalampemeriksaan ~ pada
tingkatpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadilan,
termasukbarang yang
dinyatakandisita/dirampasberdasarkanputusanpengadilan.

Peran pentingRupbasandalammenunjang proses peradilan yang
sederhana, cepatdenganbiaya yang ringan,
diharuskanmendukungkelancaransistempemasyarakatanmaupunpembangunan
dalambidanghukumdalamsuatumasyarakat. Hal
initerkaitdenganjumlahtindakpidana yang terjadi di masyarakat yang
seringkalimembuatRupbasansendiriikutterlibatdidalamnya..

Selanjutnyapenulisgambarkanjumlahsarana dan prasarana yang
dimiliki oleh RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas |
Jambi sebagaiberikut:

Tabel. 4
Jumlah Sarana dan Prasarana

No Ruangan Luas Jumlah
1  Gedung Kantor 285 m’

Ruang Kepala

Ruang TU

Ruang KasubsiMinhara

Ruang KasubsiPamlola

Ruang Keuangan

o0 o
—
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f. Ruang Bendaharawan 1
g. Ruang Aula
h. Ruang Jaga/Pos Jaga

2 Gudang 256 m*
a. Gudang Umum 54 m? 1
b. Gudang Berharga 54 m*
c. Gudang Berbahaya 148 m? 1
3 PagarKeliling 168 m*
4 RumahDinas Type C dan 70 m’dan
Type D 50 m?

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulisgambarkansebagaiberikut:
RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jambi
mempunyaisarana dan prasarana yang terdiridarigedungkantor, gudang,
pagarkeliling dan rumahdinas type C dan rumahdinas type D

Dalammelaksanakanfungsi dan perananpengelolaanbendasitaan dan
barangrampasan negara berdasarkanketentuan-ketentuan yang telahada,
RupbasanJambimasihmengalamikendala-kendala.
Berdasarkanhasilpengumpulan data
melaluiwawancarapenulisterhadapKepalaRupbasan Surakarta,
makapenulisdapatmenjabarkankendala-
kendaladalampelaksanaanpengelolaanbendasitaan negara dan
barangrampasan negara sebagaiberikut :

1. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksudadalahkendala yang muncul di

dalamdiriRupbasansendiri, yang meliputi:

a. Dari segikesiapanpersonilRupbasan yang

masihterbatassumberdayamanusianya  (pejabat/petugas)  yang

dipandangdarisudutkualitasmaupunkuantitasnya.
Darisudutkualitasmasihterbatasnyapengetahuan  (pejabat/petugas)
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RupbasanmengenaipengetahuantentangRupbasanitusendiri.
Sedangkandarisudutkuantitas,  pejabat/petugasRupbasan  yang
adasekarang28 orang.

b. Keterbatasansarana dan prasarana yang
menyangkutgedung/gudangsertaanggarandalammendukungpelaksa
naanfungsiRupbasan. Gedung ataubangunan yang

belummemenuhisyarat. Luas bangunanRupbasanhanyasekitar5.100
m®. Sedangkansesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan
HakAsasiManusiaRepublikIndonesiNomor: M.01.P1.01.01 Tahun
2003 tanggal 10 April 2003 tentangpolabangunan unit
pelaksanateknispemasyarakatan. Anggaranpemeliharaanbasan dan
baran di Rupbasanmasihsangatterbatas (belummaksimal).'*’

2. KendalaEkstern
Kendalaeksternyaitukendala yang munculdiluarlingkunganRupbasan,
yang meliputisebagaiberikut :

a. Adanyaanggapandariaparat-
aparatpenegakhukumbahwaRupbasanJambidianggapbelummampu

menyimpan/mengelolabendasitaan negara.
Sebagaicontohkonkritnyaadalahmengenaiuanghasilkorupsi ~ yang
seharusnyadisimpan di
Rupbasantetapirealitanyauanghasilkorupsidisimpan di
instansiKejaksaan,
denganalasankurangterjaminkeamanannyaapabiladisimpan di
Rupbasan.

b. Belum adanyapersamaanpersepsimasyarakatterhadapRupbasan,
khususnyainstansiterkait. Kendala-kendala yang
timbuldalampelaksanaanpengelolaanbendasitaan negara  dan
barangrampasan negara,
merupakansuatutantanganbagipihakRupbasandalammenjalankantug
asnya. Agar
pelaksanaanpengelolaanbendasitaandapatberjalandenganbaik  dan
sesuaiketentuan yang berlakumakadiperlukanupaya-

upayauntukmengatasikendala-kendalatersebut. '**

2. Upaya-upaya yang dilakukan
Untukmengatasikendala-kendalatersebutdalammelaksanakantugasnya,

RupbasanJambimasihmengalamikendala-kendalabaiksecara intern

127 Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020
128 Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020
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maupunekstern. Kendala-kendala yang
munculmerupakansuatutantanganbagipihakRupbasan,
makakendalatersebutharussegeradiatasisecaratepat, agar
perananRupbasansebagaitempatpenyimpananbendasitaandapatberjalansesu
aidenganfungsinya. Untukmengatasikendala-
kendalatersebutdiperlukanadanyaupaya-upayasebagaiberikut :

a. Dari segikesiapanpersonilRupbasan yang
masihterbatassumberdayamanusianya  (pejabat/petugas)  yang
dipandangdarisudutkualitasmaupunkuantitasnya.Untukpersonilpen
dukungRupbasansekaranginiada28 orang. Hal
iniapabiladitinjaudari  wilayah kerja dan bebankerja yang
adatentusajamasihkurangmemadai,menghadapikendalatersebut,
KepalaRupbasantelahmengajukanpermohonankepadaKepala
Kantor =~ Wilayah ~ Kementerian =~ Hukum dan HAM
Jambiuntukpenambahanbantuanpersonil.

b. Keterbatasansarana dan prasarana yang
menyangkutgedung/gudangsertaanggarandalammendukungpelaksa
naanfungsiRupbasan. Luas
tanah/bangunangedungRupbasanJambimemangmasihmengalamiket
erbatasan, masihjauhdari ideal.
Dalamketerbatasantersebutuntukmenjalankankegiatannyaseharusny
adiperlukantanah/bangunan ~ yang  luasnyaadalah5.100  m2.
Untukmengatasikendalatersebut,
KepalaRupbasansudahmengajukanpermohonankepadaPemerintah
Daerah Provinsi Jambi, agar
mengusahakantanahsecararepresentatif.
Mengenaiketerbatasananggarandalammendukungpelaksanaanfungs
iRupbasan,
KepalaRupbasantelahmengajukanpermohonankepadaKepala
Kantor =~ Wilayah ~ Kementerian =~ Hukum dan HAM
Jambiuntukpenambahananggaran.

c. Adanyaanggapandariaparat-
aparatpenegakhukumbahwaRupbasanJambidianggapbelummampu
menyimpan/mengelolabendasitaan negara.
Disampingitumasihadanyakeinginanuntukmenguasaibendasitaandal
amhaliniadalahpengambilalihandariinstansihukumsepertiKepolisian
, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenaibendasitaan yang
memangprosedurnyaharusdiserahkanpengelolaannyakepadaRupbas
an. Kendalatersebutdiatasi oleh
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KepalaRupbasandenganmengadakankoordinasidenganaparatatauins
tansiterkait.

d. Belum adanyapersamaanpersepsimasyarakatterhadapRupbasan,
khususnyainstansiterkait.
Buruknyacitramasyarakatterhadappengelolaanbendasitaan  negara

dan barangrampasan negara,
halinidikarenakanmasyarakatsulituntukmengetahuibagaimanasesun
gguhnya proses yang

terjadisetelahpolisisebagaipenyidikmenyita/merampasbarangmilik
masyarakat yang beradaditanganaparattersebut. Benda-bendasitaan

yang seharusnyadisimpan di
Rupbasan,namunbanyakdariinstansiterkaitmasihbelumrelamelepask
anbarangtersebut dan
terkadangbendasitaantersebutdimanfaatkansendiri oleh

instansiterkaittanpaadanyaketeranganpertanggungjawaban.
Seringbendasitaan/rampasansecarakuantitasmaupunkualitasberkura
ngketikapersidanganperkaratersebuttelahselesai.
Untukmengatasikendalatersebut,
KepalaRupbasanJambimengadakansosialisasikepadamasyarakatma
upuninstansiterkaitmelaluipenyuluhan-
penyuluhanmengenaiperananRupbasan. '*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Administrasi
dan Pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jambi didapatkan hasil sebagai
berikut:

Faktor yang menyebabkan pelaku pencurian benda sitaan dan barang
rampasan negara di Rupbasan Kelas I Jambi karena faktor intern dan
faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dengan
dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta
dari luar dirinya faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan
bervariasi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi ketidakadilan
dan sebagainya.'*’

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara kepala pelaku pencurian
benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai berikut:

Faktor penyebeb mereka melakukan pencurian di Rupbasan Kelas I
Jambi karena adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan

12 Armen Zein, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020
'Novrian, Kepala Subseksi Admnistrasi dan Pemeiliharaan pada Rupbasan Kelas I
Jambi, wawancara tanggal 4 Agustus 2020
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perbuatan pencurian, serta adnya teman untuk melakukan perbuatan
tersebut.'*!

Untuk lebih jelasnya penulis juga melakukan wawancara kepada
penyidik kepolisian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencurian di
Rupbasan Kelas I Jambi sebagai berikut:

1. Faktor Intern
a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang
untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh tingkat
pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal aturan yang
berlaku. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk
mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan
melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu
manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu. 132

Berdasarkan faktor pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
faktor pendidikan mempunyai pengaruh bagi seseorang untuk melakukan
suatu kejahatan atau tindak pidana, misalnya pelaku pencurian benda sitaan
dan barang rampasan negara pada Rupbasan Kelas I Jambi semuanya
berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang
tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi
sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik, maka orang itu
akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat
mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan
dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri
maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa
mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh

! Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3
Agustus 2020.

324, Siregar, Penyidik pada Polsek Kota Baru Jambi, wawancara tanggal 5 Agustus
2020.
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perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir.
Ditambah pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti
yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan
hal yang tidak pernah ada batasnya.'*’

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada pelaku didapati sebagai
berikut Pada awalnya saya enggak ada niatan buat melakukan tindak
pidana pencurian tersebut tapi karena ada ajakan dan kesempatan serta
ada ajakan dari teman maka terjadilah perbuatan tersebut.'**
Berdasarkan faktor individu di atas, dapat disimpulkan bahwa

terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut dikarenakan adanya dikarenakan

adanya keinginan yang berasal dari individu seseorang sehingga

menyebabkan individu tidak dapat menahan keinginan mereka untuk

melakukan suatu perbuatan.

c. Faktor Ekstern

1. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian membuat seseorang dengan terpaksa
melakukan tindak pidana atau kejahatan. Demi memenuhi kebutuhan
sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tanpa pikir
panjang.'* Berdasarkan wawancara denga pelaku didapatkan hasil
sebagai berikut: Bahwa ia melakukan kejahatan atau tindak pidana
tersebut dikarenakan gaji yang diterima tidak ada lagi dikarenakan
sudah dipotong oleh hutang bank. Oleh karenanya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari harus mencari-cari.*°

Berdasarkan faktor ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor

ekonomi akan mempengaruhi seseorang melakukan perbuuatan tindak pidana

'$Romi Sinatra, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus
2020

"**Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3
Agustus 2020.

"Romi Sinatra, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 6 Agustus
2020

13Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3
Agustus 2020.
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termasuk perbuatan pencurian terhadap benda sitaan dan barang rampasan
negara.
2. Faktor Lingkungan
Lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi tidak
baik. Oleh karenanya seseorang yang berada dilingkungan yang sama
akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak
pidana.'*’selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pelaku didapati
bahwa kejahatan atau tindak pidana pencurian ini terjadi karena ajakan
oleh temannya untuk melakukan kejahatan tersebut.'*®
Berdasarkan faktor lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa
faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu

perbuatan termasuk perbuatan tindak pidana. Faktor-faktor yang

menyebabkanseseorangmelakukantindakpidanapencurian,

tetapitidakmenutupkemungkinanmunculnyafaktor-faktorbaru yang
semakinkomplekmengingatterjadinyaperkembangan di
segalabidangitusendiri. Menurutteori chaos, faktor-

faktorpenyebabseseorangmelakukansuatutindakpidanamerupakanpengaruhdar
iperubahan-perubahankecil (kondisiekonomi, kondisifisik, kondisisosial,
kepercayaan, dll) yang terjadi di  sekitarpelaku.  Perubahan-
perubahankeciltersebutsemakin lama
memberikanpengaruhterhadapkepribadianseseorang (pelaku). Apabila orang
tersebutsecarasadar dan dapatmengantisipasiperubahan-
perubahankeciltersebut, maka orang tersebutakanterlepasdaripengaruh-

pengaruhburuk  yang  dibawa  oleh  perubahan-perubahankecilitu.

7A. Siregar, Penyidik pada Polsek Kota Baru Jambi, wawancara tanggal 5 Agustus
2020.

138 Aldinando, Pelaku Pencurian di Rupbasan Kelas I Jambi, wawancara tanggal 3
Agustus 2020.
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Namunsebaliknya, apabilaseseorangtersebuttidakdapatmengantisipasi  dan
tanpaadakesiapanakanperubahan-perubahantersebut, maka orang
tersebutakanterusterseret oleh arusperubahantersebut dan
akanmemberinyapengaruh yang memungkinkanmembuatdirinyaberbuatjahat.
Faktor-faktor yang telahdisebutkan
diatasmerupakanpengaruhutamaseseorangmelakukankejahatan,
terlepasdarifaktor-faktortersebutperludiketahuibahwaterdapatsesuatuyang

lebih fundamental atasterjadinyasuatukejahatan, yaituadanyakesempatan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan
dan barang rampasan negara pada Rupbasan Jambi.

Secarayuridisbentuk  pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
pencurian benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas I
Jambi adalah pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam putusan
Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 498/Pid.B/2019/PN.Jmb.
Penyimpananbendasitaan negara adalah di RumahPenyimpanan Benda Sitaan
Negara (Rupbasan), kecualimemangbelumadaRupbasan di tempat yang
bersangkutanataubendasitaan dan
ataubarangrampasantidakmungkindisimpandalamRupbasan,
makapenyimpananbendasitaantersebutdapatdilakukan di
KantorKepolisianNegaraRepublik Indonesia, di KantorKejaksaanNegeri, di
KantorPengadilanNegeri, digedung bank pemerintah dan

dalamkeadaanmemaksadapatdisimpan di tempatpenyimpanan lain atautetap
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di tempatsemulabendaitudisita.
Dalammelaksanakantugasnyasebagaitempatpenyimpanan dan
pengelolaanbendasitaan negara dan barangrampasan negara, Rupbasan.Jambi
belumdapatmenjalankanfungsinyasecara optimal,
meskipunsudahadaketentuan-ketentuan  yang mengaturnya. Realitanya,
instansiterkaittidakmaumenyerahkanbendasitaan negara untukdisimpan di
Rupbasan. Namunbendasitaantersebutdikelola dan dimanfaatkansendiri oleh
instansihukumterkait,  halinisangatbertentangandenganperaturanperundang-
undangan. PadahalRupbasanmemilikiperanan yang
pentingdalamsistemperadilan, dilihatdarisegipenyimpananbarangbukti, yang
akandigunakandalampembuktian pada  penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidangpengadilan.

RupbasanKelas I
Jambimenerapkanprosedur/mekanismepenyimpananbendasitaansesuaidengan
Keputusan DirekturJenderalPemasyarakatanDepartemenKehakiman Republik
IndonesiaNomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentangPetunjukPelaksanaan

dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan

Negara di RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara.
Denganadanyaketentuan-ketentuan yang
jelasmengenaipelaksanaanpengelolaanbendasitaan negara,

diharapkaninstansiterkaitmaumelaksanakanpenyimpananbendasitaansesuaide
nganprosedur yang berlaku. Karena

selamainimasihsajainstansihukumterkaittidakmelaksanakanpenyimpananbend
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asitaansesuaidenganprosedur. Sebagaicontohkonkritseperti yang
dikemukakan oleh KepalaRupbasan Kelas I Jambi,
bahwadalampemutasianpeminjamanbendasitaan oleh instansi yang
berwenanguntukkeperluanpembuktian di sidangpengadilan,
makaapabilatelahselesaiseharusnyabendasitaantersebutdikembalikankeRupba
sanuntukdisimpankembeali,
namunrealitanyabendasitaantersebuttidakdikembalikantanpaadanyapertanggu
ngjawabandariinstansi ~ yang  berwenangmeminjambendasitaan  negara
tersebut.'*” Selanjutnya dikatakan bahwa pelaku pencurian di Rupbasan telah
mendapatkan hukuman sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum sampai pada dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan
kepada pelaku tindak pidana perbankan. Sebelumnya penulis gambarkan
dahulu putusannya sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
498/Pid.B/2019/PN.Jmb. PengadilanNegeri Jambi yang mengadiliperkara
pidanadengan acara
pemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutdal
amperkaraTerdakwa:

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Aldinando Als Edo Bin Akmal
Tempat lahir :Jambi

Umur/tanggal lahir :31tahun/15 Desember 1987
Jenis kelamin :Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : JI. Perum Pinang Merah Blok E 03 RT.17
Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo

9 Armen Zain, Kepala Rupbasan Kelas I Jambi, Wawancara tanggal 4 Agustus
2020
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Kota Jambi

Agama : Islam;
Pekerjaan :PNS Kementerian Hukum dan HAM
Pendidikan : SMA

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

a. Menyatakan terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal terbukti secara sah
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam
keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363
ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Aldinando als Edo Bin Akmal berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

e 3 (tiga) kotak handphone replika merek Xiomi 4X. Disita dari terdakwa
an. Deddy Purnama Bin Kadar.

e 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna silver.

e 1 (satu) unit handphonemerk note 4A warna putih silver.

e 1 (satu) unit handphone merk sony experia warna pink disita dari
terdakwa an. Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.

e 3 (tiga) kota kosong handphone merk Xiomi 4A.

e 4 (empat) kotak handphone replika merk Xiomi 4A disita dari terdakwa
an. Aldinando Als Edo Bin Akmal.

e 1 (satu) unit handphone merk Xiomi note SA warna silver disita dari
terdakwa an. Jhon Hendrik Bin Sarwani dikembalikan kepada
Rupbasan Kelas I Jambimelalui saksi Armen Zain Bin Zainuswar
(Kepala Rupbasan Kelas I Jambi).

d. Menetapkan supaya terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

1. Terdakwa dengan Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-sama dengan
Jhon Hendrik Bin Sarwani, Deddy Purnama Bin Kadar Nieke Febri Yuza
Bin Zulkarnainpada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 pukul 20.30 Wib
bertempat di Kantor Rupbasan Kelas [ Jambi, "mengambil sesuatu barang
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan didalam
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suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang
diatasnya berdiri sebuah temapt kediaman atau oleh orang yang berada
disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang
dilakuan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang
yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat
atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau seragam
palsu”.

. Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan
Febri sedang piket pagi di Rupbasan, saat itu terdakwa dan Nieke Febri
merencanakan mau melakukan pencurian dan setelah sepakat terdakwa
dan Nieke Febri lepas piket dan nyambung lagi piket malam harinya jam
20.00 Wib. Kemudian terdakwa dan Nieke Febri merencanakan mau
membuat kunci duplikat tetapi setelah berfikir ianya takut ketahuan
akhirnya terdakwa dan Nieke Febri berinisiatif untuk mencari tukang yang
bisa membongkar dek mau masuk ke dalam gudang dan akhirnya terdakwa
menelfon saksi Jhon dan datanglah saksi Jhon ke kantor Rubbasan setelah
berada di kantor mereka mencari daerah mana yang bisa di bobol, akhirnya
saksi Jhon memanjat pintu kemudian membobol dek/Plafon dengan obeng
yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah dek berhasil di bobol saksi
Jhon masuk ke dalam gudang penyimpanan barang bukti dan mereka
bergantian naik tapi tedakwa dan Nieke Febri tidak sampai masuk ke

dalam gudang, sekitar + 1 Jam saksi Jhon keluar dari dalam gudang
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dengan membawa 6 (enam) unit handphoneXiomi dan terdakwa, saksi
Febri dan Saksi Jhon mendapatkan 2 (dua) unit handphone, kemudian
sekitar jam 23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan dan saat itu saksi
Deddy berbincang dengan saksi Jhon kemudian saksi Deddy dan saksi
Jhon naik lagi keatas dek dan masuk kedalam gudang penyimpanan barang
bukti setelah beberapa lama didalam gudang saksi Deddy dan saksi Jhon
keluar membawa barang-barang dari dalam gudang yaitu berupa beberapa
handphone dan 2 (dua) unit kamera ,kemudian saat itu terdakwa
mendapatkan 2 (dua) unit handphone xiomi 4a dan 1 (satu) unit
handphonexiomi 4a Replika dan 3 (tiga) buah kotak kosong handphone
xiomi 4a dan dan 1 (satu) unit kamera canon D 1300 dan saksi Febri
mendapatkan 1 (satu) unit handphonelphone 6, 1 (satu) unit
handphoneSony Experia dan 1 (satu) unit kamera Cannon D 1300,
kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib
terdakwa dan saksi Deddy kembali melakukan pencurian dan masuk
kedalam gudang dan membawa 6 (enam) unit handphone dan terdakwa
mendapatkan 3 (tiga) unit handphoneXiomi4A Replika dan saksi Deddy
mendapatkan 3 (tiga) unit handphone Xiomi 4X replika. Bahwa terdakwa
menerangkan bahwa 4 (empat) unit handphonexiomi replika masih Ada
termasuk 3 (tiga) kotak kosong, sedangkan 4 (empat) unit handphonexiomi
Asli sudah terdakwa jual melalui online dengan harga sebesar
Rp.700.000,- / Unit, sedang kan untuk 1 (satu) unit kamera telah terdakwa

jual.
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3. Keterangan  Saksi Novrian Budiman Bin Husni Ar telah
memberikanketerangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada
pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

e Awalnya saksi tidak mengetahuisiapa yang menjadi pelaku tindak
pidana pencurian tersebut, namunsetelah pelaku di tangkap saksi baru
mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Aldinando, bersama tiga
orang lainnya yaitu DeddyPurnama, Nieke Febri Yuza Dan Jhon
Hendrik, sedangkanyang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I
Jambi

e Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambi yang telah di dimbil
terdakwa bersama saksi Deddy Purnama,SaksiNike Fefri Yuza, Dan
Saksi Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua)Unit kamera Canon, dan 1
(satu) Unit Kamera Nikon dan beberapa UnitHandphone android
berbagai merek.

e Kejadian pencurian tersebut diketahuiterjadi pada hari Rabu tanggal 15
Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib diKantor Rupbasan,yang mana pada
saat itu saksi bersama dengan saksi Amron selakuKasubsi Pamlola yang
baru bermaksud untuk mengecek kondisi gudangpenyimpanan barang
bukti, pada saat saksi membuka kunci dan masukkedalam gudang, saksi
melihat dek/plafon gudang penyimpanan barangtersebut sudah dalam
keadaan rusak dan di dinding tersebut terdapatbanyak jejak kaki dan
tangan, setelah di periksa ada beberapa kotakkardus dalam keadaan
rusak dan ada barang-barang yang hilang,selanjutnya saksi melaporkan
kejadian tersebut ke Kepala Rupbasan dan Kepala Rupbasan
melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Divisi Pemasyarakatanpada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, lalupada siang
harinya Kepala Divisi Pemasyarakatan memerintahkan saksi dansaksi
Amron untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke PolsekKota
Baru Jambi,

e Pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei 2019, Kepala Divisi
Pemasyarakatan =~ memerintahkan  saksi  untuk  menghadirkan
seluruhpetugas jaga gudang, dan pada saat itu terdakwa mengakui
bahwaterdakwa bernama dengan saksi Nieke Febri Yuza yang
telahmelakukan pencurian tersebut, yang mana selain mereka berdua
terdakwa mengakui ada 2 (dua) orang lagi yang ikut terdakwa dan Febri
mengambilhandphone didalam gudang penyimpanan barang tersebut
yaitu saksiJhon dan Deddy Purnama, setelah itu saksi langsung
menghubungi Polisi Polsek Kota Baru Jambi, lalu sdr. Nieke Febri
Yuza dan sdr.Aldinando dibawa oleh Polisi ke Polsek Kota Baru Kota
Jambi.
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4. Keterangan saksi Amron Bin Ajiwa memberikan keterangan
dipersidangan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

e Pencurian denganPemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu
tanggal 15 Mei2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor RupbasanKelas I
Jambi

e Awalnya saksi tidak mengetahuisiapa yang menjadi pelaku tindak pidana
pencurian tersebut, namunsetelah pelaku di tangkap saksi baru
mengetahui kalau pelakunyaadalah terdakwa Aldinando, bersama 3 (tiga)
orang lainnya yaitu DeddyPurnama, Nieke Febri Yuza dan Jhon Hendrik,
sedangkanyang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I Jambi.

e Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambiyang telah di dimbil
terdakwa bersama saksi Deddy Purnama,SaksiNike Fefri Yuza, dan saksi
Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua) unit kamera Canon, dan 1 (satu) unit
kamera Nikon dan beberapa unithandphone android berbagai merek.

e Kejadian pencurian tersebutdiketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15
Mei 2019 sekira pukul 09.00Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi,
kejadian berawal saat saksi bersama bersama saksi Novrianbermaksud
untuk mengecek kondisi gudang penyimpanan barang bukti,saat saksi
dan saksi Novrian sudah membuka kunci dan masukke dalam
gudang,saksi melihat dek/plafon gudang tersebut sudahdalam keadaan
rusak dan di dinding tersebut terdapat banyak jejak kakidan tangan,
setelah di periksa ada beberapa kotak kardus dalamkeadaan rusak dan
ada barang-barang yang hilang, selanjutnya saksimelaporkan kejadian
tersebut ke Kepala Rupbasan dan Kepala Rupbasan Kelas I Jambi
melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Divisi Pemasyarakatan, lalu
pada siangharinya Kepala Divisi Pemasyarakatan memerintahkan saksi
dan Pak Novrian untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke
Polsek Kota Baru Jambi, pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei 2019
Kepala Divisi Pemasyarakatan memerintahkan untuk menghadirkan
seluruh petugas jaga gudang,setelah itu seluruh petugas jaga gudang di
panggil lagi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jambi dan saat itu ada pengakuan dari 2 (dua)
orangpetugas jaga yaitu terdakwa dan Nieke Febri Yuza bahwa
merekayang telah melakukan pencurian tersebut,bersama dengan saksi
Jhondan Deddy Purnama,

5. Keterangan  Saksi Armen Zein Bin  Zainuswar,menerangkan
didepanpersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
e Pencurian dengan pemberatantersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu

tanggal 15 Mei 2019 sekirapukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I
Jambi.
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e Awalnya saksi tidakmengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana
pencuriantersebut, namun setelah pelaku di tangkap saksi baru
mengetahui kalaupelakunya adalah terdakwa Aldinando, bersama tiga
orang lainnyayaitu Deddy Purnama, Nieke Febri Yuza dan Jhon
Hendrik,sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rupbasan Kelas I
Jambi.

e Adapun barang milik Rupbasan Kelas I Jambi yang telah di dimbil
terdakwa bersama saksi DeddyPurnama,Saksi Nike Fefri Yuza, dan saksi
Jhon Hendrik adalah berupa 2 (dua) unit kamera Canon,dan 1 (satu) unit
kameraNikon dan beberapa unit handphone android berbagai merek.

e Kejadian pencurian tersebutdiketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15
Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I Jambi,
berawal saat saksi memerintahkan staf saksi yang bernama Novrian dan
Amron selaku Kasubsi Pamlola yang baru untukmengecek kondisi
gudang penyimpanan barang bukti, dan setelahmengecek gudang tersebut
mereka mememberi tahu saksi kalau mereka melihat dek/plafon gudang
tersebut sudah dalam keadaanrusak dan di dinding tersebut terdapat
banyak jejak kaki dan tangan,setelah di periksa ada beberapa kotak
kardus dalam keadaan rusak danada barang-barang yang hilang,
selanjutnya saksi melaporkan kejadiantersebut ke Kepala Divisi
Pemasyarakatan,

e Pada hari Jumat pagi tanggal 17 Mei2019,Kepala Divisi Pemasyarakatan
memerintahkan untuk menghadirkanseluruh petugas jaga gudang, setelah
itu seluruh petugas jaga gudang dipanggil lagi oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan saat itu
baru saksimengetahui kalau terdakwa lah yang telah mengambil barang-
barangyang hilang tersebut dan dari pengakuan terdakwa ,terdakwa
bersamaNieke Febri Yuza yang telah melakukan pencurian
tersebut,bernamalhon dan Deddy Purnama, Atas keterangan saksi
tersebut, padaintinya terdakwa membenarkan.

6. Keterangan Saksi Jhon Hendrik Bin Sarwani (Alm), menerangkandidepan
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

e Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 20.30 wib saksi di
telephone oleh terdakwa Aldinando Als Edo dan mengatakan kalau
terdakwa minta bantu agar saksi datang ke kantor Rupbasan ada
pekerjaan ,kemudian saksi datang ke Rupbasan Kelas I Jambi, saat di
Rupbasan Kelas I Jambi terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk di
carikan celah agar bias masuk ke dalam gudang penyimpanan barang,
akhirnya saksi memanjat pintu kemudian membobol dek gudang
penyimpanan tersebut dengan obeng, setelah bisa di bobol saksi masuk
ke dalam gudang dan terdakwa bersama saksi Nieke Febri bergantian
naik tapi tidak sampai masuk kedalam gudang, sekirar + 1 Jam saksi
keluar dari dalam gudang dengan membawa 6 (enam) unit handphone
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merk Xiaomi, dan dari hasil mengambil 6 (enam) unit handphone xiomi
tesebut langsung sakis bagi-bagikan keterdakwa dan saksi febri sehingga
dari masing-masing mereka mendapatkan 2 (dua) unit handphone.

e Pada pukul 23.30 Wib saksi Deddy datang ke Kantor Rupbasan ,dan
saksi bersama saksi Deddy kembalikasuk kedalam gudang dan melalui
dek yang telah di bobol saksisebelumnya dan didalam gudang saksi
bersama saksi Deddy berhasilmengambil barang-barang berupa berupa 2
(dua) unit kamera Canon, dan 1 (satu) unit kamera Nikon dan beberapa
handphone dan langsungmereka bagikan dan saat itu saksi Febri di
berikan 1 (satu) unithandphone Iphone 6, 1 (satu) unit handphone Sony
Experia dan 1 (satu) unit kamera Cannon D 1300, sedangkan 1 (satu)
unit handpnone Xiomiyang awalnya Febri dapat ia berikan kepada Saksi,
dan saksi mendapatkan 2 (dua) wunit handphone Xiomi dan
terdakwamendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung, 2 (dua)
unithandphone Xiaomi 4A dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A
reflikadan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada handphone) Xiaomi 4A
dan kameracanon D 1300

e Handphone dari hasil pencuriantersebut ada yang sudah saksi jual dan
untuk 1 (satu) unit ~andphone Xiaomi Note5A dan masih ada.

7. Keterangan Saksi Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain, menerangkandidepan
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

e Yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama
dengan terdakwa, saksi Jhon Hendrik dan saksi Deddy Purnama. Saksi
dan terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu
tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan
Jambi.

e Yang mempunyai idea unruk mengabil barang-barang berupa
handphone idalam gudang penyimpanan tersebut adalah terdakwa dan
saksi. Saat saksi dan bersama terdakwa Aldinando piket pagi di
Rupbasan saat itu saksi dan terdakwa merencanakan mau melakukan
pencurian,dan berencana mau membuat kunci duplikat karena takut
ketahuan akhirnya Saksi dan terdakwa berinisiatif untuk mencari tukang
yang bisa membongkar dek untuk bisa masuk kedalam gudang dan
akhirnya terdakwa menelphone saksi Jhon dan menyuruh saksi Jhon
untuk datang ke Kantor Rupbasan, setelah saksi Jhon berada berada di
Kantor Rupbasan saksi dan terdakwa meminta saksi Jhon untuk
mencari daerah mana yang bisa di bobol, akhirnya saksi Jhon memanjat
pintu kemudian membobol dek/Plafon gudang penyimpanna barang
dengan menggunakan obeng setelah bisa di bobol saksi Jhon masuk ke
dalam gudang dan saksi bersama terdakwa ikut memanjat tetapi tidak
sampai masuk ke dalam gudang, sekitar + 1 Jam kemudaian saksi Jhon
keluar dari dalam gudang dan membawa 6 (enam) unit handphone
Xiaomi, dan mereka saling berbagi, saksi mendapatkan dua unit
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handphoen xiomi, terdakwa Aldinando mendapatkan 2 (dua) unit
handphone dan saksi Jhon mendapatkan dua unit handphone

e Pada pukul 23.30 datang saksi Deddy ke Rupbasan Kelas I Jambi
kemudian saksi Deddy dan saksi Jhon naik lagi danmasuk kedalam
gudang penyimpanan barang melalui dek yang telahdibobol tersebut
dan membawa keluar lagi barang-barang dari dalamgudang yang mana
saksi di beri 1 (satu) unit handphone Iphone 6, 1 (satu) handphone Sony
Experia dan 1 (satu) unit kamera Cannon D 1300, sedangkan 1 (satu)
unit Xiaomi redmi yang awalnya saksi dapat saksi berikan kepada
saksiJhon, dan saksi Jhon mendapatkan 2 (dua) unit handphone Xiaomi
dan 1 (satu) unit handphonesamsung, terdakwa mendapatkan 2 (dua)
unit handphone Xiaomi 4A dan 1 (satu) unit handphoneXiaomi 4a
Reflika dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada handphone) Xiaomi
4A,

8. Keterangan  Saksi Deddy Purnama  Bin  Kadar,menerangkan
didepanpersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

e Saksi menerangkan yang melakukan pencurian denganpemberatan
tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama denganterdakwa, saksi Nieke
Febri Yuza dan saksi Jhon Hendrik.

e Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dan terdakwa telah
melakukanpencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019
sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Jambi Kelas I Jambi.

e Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019sekira pukul
23.30 Wib saksi di telephone oleh terdakwa denganmengatakan “MAU
IKUT DAK MALING DI RUPBASAN” kemudian saksidatang di
rupbasan dan saat disana saksi mengetahui bahwa terdakwa,saksi Nieke
Febri dan saksi Jhon telah berhasil mengambilhandphone didalam
gudang penyimpanan

e Saksi menerangkan saat saksi datang ke Rupbasan saksimasih melihat
saksi Jhon dan kemudian saksi bersama saksi Jhonmasuk kedalam
gudang melalui dek yang sudah dijebol sebelumnya dandidalam gudang
saksi mengambil beberapa handphone berbagai merkdan 2 (dua) unit
kamera canon D 1300 dan satu camera nicon culve p 900, kemudian 1
(satu) unit kamera Canon D 1300 Saksi Berikan kepada saksi Nieke
Febri Yuza dan 1 (satu) unit handphone Iphone, 1 (satu) unit
handphoneSony Experia, dan saksi memberikan 1 (satu) unit kamera
cannon D1300,kepada terdakwa. 2 (dua) unit handphone Xiaomi 4A
replika, dan 3 (tiga) buah kotakkosong (tidak ada handphone) Xiaomi 4A
dan saksi sendiri mendapatkan 1 (satu) unit kamera Nicon Kulvik P 900,
2 (dua) unit handphone Xiaomi 4A dan Note 5Asedangkan saksi Jhon
mendapatkan 1 (satu) unit handphone samsung dan 1(satu) unit
handphone Xiaomi not SA dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A .
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e Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei
2019Sekira pukul 11.00 Wib dengan cara yang sama saksi
bersamaterdakwa kembali mengambil 3 (tiga) unit handphone Xiaomi
4X replika dan 3 (tiga) unit handphone Xiaomi 4A replika.

Berdasarkan dakwaan di atas, diakui oleh Aldinando melakukan

perbuatan pencurian setelah sepakat bersama dengan teman-temannya. Untuk

barang bukti dalam perkara pencurian ini telah diperiksa olehMajelis Hakim

dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi

dan terdakwa mengakui dan membenarkannya. Selanjutnya dari hal-hal di

atas, maka dilakukan analisa sebagai berikut:

Analisanya

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Rupbasan Kelas I Jambi

mengalami kerugikan sebesar +40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang didakwakan kepada tersangka sebagai berikut ;

1

2.

. Unsur “Barang siapa”.

Unsur’Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain”.

. Unsur”’Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

. Unsur’yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak’;

. Unsur’yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’;

. Unsur’yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong
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atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu”;

Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

Ad.1.Unsur“Barang siapa”;

Rumusan Unsur “barang siapa”, dalam Undang-undang Hukum
Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana,
Pengertian barang siapa dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana
adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana
dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan
memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula
dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan
di atas, maka terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmalmemenuhi unsur
Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan
bahwa terdakwaadalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam
surat dakwaan,berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan
petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama
persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Aldinando Als Edo Bin
Akmaladalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak
pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan
demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagiankepunyaan orang lain”;
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu
tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I
Jambi terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmalbersama-sama dengan saksi
Nieke Febri Yuza, saksi Deddy Purnama, saksi Jhon Hendrik telah
mengambil berupa 2 (dua) unit kamera Canon,1 (satu) unit kamera Nikon dan
beberapa unit handphoneandroid berbagai merek yaitu 1 (satu) unit
handphone merk Iphone 6 warna Silver ,1 (satu) unit handphone merk note
4A warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk sony Experia warna
pink, 2 (dua) Uunit handphone Xiaomi, 1 (satu) unit handphoneXiaomi 4A
reflika dan 3 (tiga) buah kotak kosong (tidak ada handphone) Xiaomi 4A, 1
(satu) unit handphoneSamsung yang merupakan milik Rupbasan Kelas |
Jambisehingga akibat kejadian tersebut Rupbasan Kelas I Jambi mengalami
kerugian sebesar + Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),dengan
demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganpada hari Sabtu
tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kantor Rupbasan Kelas I
Jambi, terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmalbersama-sama dengan saksi
Nieke Febri Yuza, Saksi Deddy Purnama, saksi Jhon Hendrik telah
mengambil berupa 2 (dua) unit kamera Canon,1 (satu) unit kamera Nikon dan
beberapa unit handphone android berbagai merek yaitu 1 (satu) unit
handphone merk Iphone 6 warna Silver,1 (satu) unit handphone merk note 4A

warna putih silver, 1 (satu) unit handphone merk sony Experia warna pink, 2
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(dua) unit handphoneXiaomi, 1 (satu) unit handphoneXiaomi 4A reflika dan 3

(tiga) buah kotak kosong (tidak ada handphone) Xiaomi 4A, 1 (satu) unit

handphone Samsung yang merupakan milik Kemenkumham Jambi sehingga

akibat kejadian tersebut Kemenkumham Jambi mengalami kerugian sebesar +

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang merupakan milik Rupbasan

Kelas I Jambisehingga akibat kejadian tersebut Rupbasan Kelas I Jambi

mengalami kerugian sebesar + Rp.40.000.000,- (empat puluh juta

rupiah),dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah
ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orangyang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh
yangberhak”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa
Aldinando Als Edo Bin Akmal mengambil barang di waktu malam hari yang
dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan
mengulanginya lagi pukul 23.00 Wib, dengan demikian unsur ini telah
terbukti.

Ad.S.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dalam perkara
ini berdasarkan Fakta-fakta dan keterangan Saksi-saksi menerangkan

terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal melakukan pencurian tersebut
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bersama dengan saksi Jhon Hendrik Bin Sarwani (Alm), Deddy Purnama.

Unsur ini juga telah terpenubhi.

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari

Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib dan mengulanginya lagi

pukul 23.00 Wib terdakwa Aldinando Als Edo Bin Akmal bersama-sama

dengan Nieke Febri Yuza,Deddy Purnama ,Jhon Hendrik telah melakukan
tindak pidana pencurian tersebut yaitu terdakwa menyuruh saksiJhon untuk
mencari celah untuk bisa masuk kedalam gudang penyimpanan barang
kemudian saksi memanjat pintu kemudian membobol dek/Plafon gudang
penyimpanan barang dengan obeng setelah bisa di bobol saksi Jhon masuk ke
dalam gudang dan sekitar + 1 Jam saksi Jhonkeluar dari dalam gudang
dengan membawa 6 (enam) unit handphone Xiaomi dan dari
hanphonetersebut  terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone

Xiomi,dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi
dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan,
maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum
adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang

telah dilakukannya oleh tersangka.
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Kemudian menurut Pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya
pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang
jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri
terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan Rupbasan Jambi;

Hal-hal yang meringankan:

e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
e Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Aldinando Alias Edo Bin Akmaltelah
terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
:“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan’;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan;

. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di
jatuhkan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kotak handphone replika merek Xiomi 4X.

Di sita dari terdakwa An.Deddy Purnama Bin Kadar.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna Silver
- 1 (satu) unit handphone merk note 4A warna putih silver
- 1 (satu) unit handphone merk sony Experia warna pink
Disita dari terdakwa An.Nieke Febri Yuza Bin Zulkarnain.
- 3 (tiga) kotak kosong handphone merk Xiomi 4A.
- 4 (empat) kotak handphone replika merk Xiomy 4A.
Disita dari terdakwa An. Aldinando Als Edo Bin Akmal.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi note SA warna silver.
Disita dari terdakwa An.Jhon Hendrik Bin Sarwani.

(98]

125



Dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jambi melalui Saksi Armen Zain Bin Zainuswar. (Kepala
Rupbasan Jambi).
6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi ini
dapat disimpulkan bahwa terdakwa atas nama Aldinando Alias Edo Bin
Akmal telah dipidana. Dengan demikian Aldinando Alias Edo Bin Akmal

sudah mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang

telah dilakukannya.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan.

1. Faktor-faktor yang menyebabkanpelaku pencurian benda sitaan dan barang
rampasan negara di Rupbasan Jambi yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
Faktor intern antara lain faktor individu dan faktor pendidikan sementara
faktor ekstern antara lain faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian benda sitaan dan
barang rampasan negara pada Rupbasan Kelas I Jambi bentuknya adalah
pelaku tindak pidana pencurisn tersebut dipidana dengan pidana masing-
masing, Saudara Aldinando Als Edo Bin Akmal dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, Saudara Dedy Purnama Bin Kadar dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun, dan Saudara Nieke Febri Yuza Bin
Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Saran.

1. Agar dalam pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan dan barang
rampasan diperlukan penambahan jumlah petugas serta petugas yang
adanya penambahan pendidikan bagi petugas sehingga mengetahui tugas
dan fungsinya.

2. Diharapkandalammelakukan penyimpanan benda sitaan dan barang
rampasan negara diperlukan sarana dan prasana pendukung yang

maksimal,sepertiCCTV.

127



DAFTAR PUSTAKA

Buku
Arikunto,Suharsini, 2006, ManajemenPenelitian, RinekaCipta, Jakarta.

Achmad Ali, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif
Watampone, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, 4Asas-asas Hukum Pidana,PT Rineka Cipta, Jakarta.

, 2003, SistemPidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita,
Jakarta.

, 2008,Terminologi Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Achmad Ali, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif
Watampone, Jakarta.

Bambang Pornomo, 1996, Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara
Peradilanpidana Indonesia dalam UU No.8 Tahunl981, Librty,
Yogyakarta.

, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang.

, 2009,Tujuan dan PedomanPemidanaan, “PerspektifPembaharuan
Hukum  Pidana  dan  perbadinganBeberapa  Negara”,  Badan
PenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang.

Baharuddin Lopa, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum,
Bulan Bintang, Jakarta.

Bima Priya Santosa, dkk,2010, Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana,
Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

DirektoratJenderalPermasyarakat Kementerian Hukum Dan HakAsasiManusia RI
PetunjukPelaksanaan  dan  Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda



SitaanNegara dan BarangRampasan Negara di RumahPenyimpanan
Benda Sitaan Negara Nomor:E2,UM.01.06 Tahun 1986

Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.,
Suryandaru Utama, Semarang.

Herbert L. Packer, 2008, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University
Press, California.

Hartono Jogiyanto, 2010, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh,
BPFE, Yogyakarta.

Iskandar, 2009, MetodologiPenelitianKualitatif, GaungPersada, Jakarta.

JM. van Bemmelen, 2007, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material
bagianumum, Bina Cipta, Bandung.

LedenMarpaung, 2008, Asas-Teori-praktik HukumPidana,SinarGrafika, Jakarta.
Mahrus Ali, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2005, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan
Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2005, Teori-Teori dan KebjjakanPidana , Alumni,
Bandung.

Muladi, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan
Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan
Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia,
Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua., Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana, cet 1, PT.
Rineka Cipta, Jakarta.

Nikolas Simanjutak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta.



Ratna Nurul Afiah, 2008, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, SinarGrafika,
Jakarta.

Ridwan Hasibuan, 1994, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik,
USU Press, Medan.

Rony HanitijoSoemitro, 1994, MetodologiPenelitian Hukum dan Jurumetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soesilo, 2004, Pokok-pokok Hukum PidanaPeraturanUmum dan Delik-
DelikKhusus, Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita, 2006, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme
dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.

R. SoenartoSoerodibroto, 2008, KUHP dan KUHAP,PT. Raja GrafindoPersada,
Jakarta.

Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu”, Media Hukum (Jakarta: September 2003)

Sutan Remy Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti
Pers, Jakarta.

Sudarto, 2001, KapitaSelekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

SiswantoroSunarto, 2004, Penegakan Hukum PsikotropikaDalam Kajian
Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.

SoerjonoSoekanto, 2003, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum,
PT. Raja Grafindo, Jakarta.

, 2003,Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
Di Indonesia, Ul- Press, Jakarta.

, 2007, ,PendekatanSosiologiTerhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2007, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.

SudiknoMertokusumo, 2007, Mengenal Hukum SuatuPengantar, Liberty
Yogyakarta, Yogyakarta.

Van Bemmelen, 2007, Hukum Pidana 1, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung.

WIS Poerwadarminta, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta.



Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksana Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan  Menteri  KehakimanNomor:  M.05.UM.01.06  tahun 1983
tentangPengelolaan Benda Sitaan Negara dan BarangRampasan Negara di
RUPBASAN

Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasiManusiaNomor 16 Tahun 2014 Tentang
Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan BarangRampasan Negara
Pada RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara



	EFRA WAHYUNI_B18031022

